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ABSTRAK 
DANU AGUS PRABOWO. E0012094. 2017. ANALISIS PEMANFAATAN 
BERSAMA JARINGAN TRANSMISI DAN DISTRIBUSI TENAGA 
LISTRIK (POWER WHEELING) DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN 
HAK MENGUASAI NEGARA MENURUT PASAL 33 UNDANG-UNDANG 
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keselarasan konsep 
pemanfaatan bersama jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik di Indonesia 
(power wheeling) dalam kaitanya dengan hak menguasai negara pada Pasal 33 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penulisan ini 
termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan 
penulis adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. data 
yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen sedangkan teknik 
analisis yang digunakan adalah metode silogisme yang menggunakan pola berfikir 
deduktif. 
Dalam pengelolaan dan pemanfaatan energi terdapat hak menguasai 
negara atas sumber daya alam hal tersebut diatur di dalam Pasal 33 Undang-
Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu cabang-cabang 
produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak 
dikuasai oleh negara. Tenaga listrik penting bagi Negara dan menguasai hajat 
hidup orang banyak. Konsep power wheeling ada di dalam pelaksanaan jenis 
usaha transmisi dan distribusi tenaga listrik. sebagian besar konsep power 
wheeling yang sudah di laksanakan di negara-negara di dunia bersifat liberalisasi 
pasar, konsep power wheeling di Indonesia berbeda karena harus berlandaskan 
kepada adanya hak menguasai negara Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 
 
Kata kunci : Power Wheeling, Hak Menguasai Negara , Pasal 33 UUD  
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ABSTRACT 
DAGUS PRABOWO. E0012094. 2017. ANALYSIS OF USING JOINT 
TRANSMISSION AND DISTRIBUTION NETWORK (POWER WHEELING) IN 
INDONESIA RELATED TO THE STATE AUTHORITY RIGHT BASED ON 
ARTICLE 33 CONSTITUTION OF THE REPUBLIC INDONESIA YEAR 1945 
This research aimed to determine whether the concept of joint utilization 
of electricity transmission and distribution network in Indonesia (power wheeling) 
has been aligned with the state authority right in Article 33 Constitution of the 
Republic Indonesia year 1945. The writing of this law belongs to the type of 
normative legal research . The approach used is the approach of legislation and 
conceptual approach. The sources of consist of primary legal materials and 
secondary legal materials. Technique of data collecting is done by document 
study whereas the analysis technique used is syllogistic method which use 
deductive thinking pattern. 
  In the management and utilization of energy there is a right to control the 
state over natural resources, it is regulated in Article 33 Constitution of the 
Republic Indonesia year 1945, That is the source of production that are important 
for the State and control the livelihood of the people controlled by the state. 
Electricity is important to the State and controls the livelihood of many people. 
the concept of power wheeling exists in the implementation of the type of power 
transmission and distribution business. most of the concept of power wheeling 
that has been implemented in countries in the world is market liberalization, the 
concept of power wheeling in Indonesia is different because it must be based on 
the state authority right in Article 33 Constitution of the Republic Indonesia year 
1945. 
 
Keyword: power wheeling, the state authority right, article 33 Constitution  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Tujuan dibentuknya pemerintahan negara Indonesia sesuai dengan apa yang 
tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 amandemen ke-empat (untuk selanjutnya disebut “UUD NRI 1945”), 
yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, 
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, 
dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan negara tersebut dapat dilakukan 
melalui pembangunan  nasional serta melakukan perbaikan di berbagai bidang 
kehidupan  berbangsa  dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. 
Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat 
Indonesia adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan 
Pancasila dan UUD NRI 1945, sehingga berimplikasi pada mutlaknya 
pengelolaan dan pemanfaatan segala sumber energi yang dimiliki negara, seperti 
tertera dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945, yang berbunyi “cabang-
cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang 
banyak dikuasai oleh negara”, selanjutnya “Bumi, air dan kekayaan alam yang 
terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat” (UUD NRI 1945 Pasal 33). Dari pasal tersebut 
dapat disimpulkan bahwa negara memiliki kewajiban yang pasti dalam menguasai 
sumber energi yang strategis serta penting untuk hajat hidup rakyat.  
Tenaga listrik merupakan sumber energi yang strategis, keberadaanya 
mempengaruhi sendi-sendi kehidupan masyarakat, hampir seluruh aktifitas sosial 
dan ekonomi masyarakat bergantung pada tenaga listrik, sehingga dapat 
dipastikan bahwa pemenuhan kebutuhan tenaga listrik terhadap masyarakat adalah 
kunci bagi suksesi pembangunan nasional. Melihat kembali dalam Pasal 33 ayat 
(2) dan (3) UUD NRI 1945 bahwa keberadaan tenaga listrik adalah sesuatu yang 
bersifat strategis bagi pembangunan nasional, serta menguasai hajat hidup orang 
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banyak, maka dapat dikatakan bahwa penguasaan tenaga listrik oleh negara 
sebagai sebuah keharusan. 
Penguasaan negara terhadap tenaga listrik diwujudkan dalam Undang-
undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (untuk selanjutnya 
disebut “UU Ketenagalistrikan”). Penguasaan negara dilakukan oleh pemerintah 
dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dengan menetapkan 
kebijakan, melakukan pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha 
penyediaan tenaga listrik berdasarkan prinsip otonomi daerah. (Pasal 3 UU 
Nomor 30 2009). Selain itu Badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya 
masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik. 
Di Indonesia, selama lebih dari 40 tahun, usaha penyediaan tenaga listrik 
dikuasai oleh PT Perusahaan Listik Negara (PLN) 
(http://bumn.go.id/pln/halaman/41/tentang-perusahaan.html diakses pada tanggal 
5 Januari pukul 15.00 WIB). Selain karena karakteristik industrinya, terbentuknya 
monopoli tersebut juga disebabkan oleh penugasan penyediaan listrik untuk 
masyarakat dari negara. namun sejak terbitnya Undang-Undang No. 30 tahun 
2009 tentang Ketenagalistrikan berimplikasi pada berkurangnya “monopoli” 
usaha kelistrikan oleh PLN serta desentralisasi tanggung jawab dan kewenangan, 
dengan cara membuka kesempatan seluas luasnya bagi badan usaha milik negara 
BUMN, badan usaha milik daerah (BUMD), badan usaha swasta (BUMS), 
koperasi dan swadaya masyarakat, untuk jenis usaha pembangkitan, transmisi, 
distribusi dan penjualan tenaga listrik. 
Dalam pemenuhan kebutuhan energi listrik untuk kepentingan umum,  pada 
pasal 10 ayat (1) UU Ketenagalistrikan usaha penyediaan tenaga listrik dibagi 
kedalam tiga jenis usaha, yaitu; 
a. pembangkitan tenaga listrik;  
b. transmisi tenaga listrik;  
c. distribusi tenaga listrik; dan/atau  
d. penjualan tenaga listrik. 
Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud 
sebelumnya, yaitu dilaksanakan oleh BUMN, BUMD, koperasi, dan swadaya 
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masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik, dengan BUMN 
diberi prioritas pertama untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk 
kepentingan umum.  
Pada kegiatan usaha transmisi dan distribusi tenaga listrik terdapat bentuk 
kerjasamaa pemanfaatan bersama jaringan transmisi dan distribusi tenga listrik 
(untuk selanjutnya disebut “power wheeling”), Secara sederhana power wheeling 
dapat diartikan sebagai proses pengiriman daya listrik dari penjual ke pembeli 
melalui jaringan yang dimiliki oleh pihak ketiga. (Sood, Y, Raj., dkk, 2002). Di 
Indonesia Berdasarkan UU Ketenagalistrikan, saat ini dimungkinkan setiap entitas 
untuk melakukan usaha pembangkitan, transmisi distribusi dan usaha penjualan 
tenaga listrik. Selain itu Kementerian Eenergi dan Sumber Daya Mineral juga 
telah mengeluarkan Peraturan Menteri Eenergi dan Sumber Daya Mineral (untuk 
selanjutnya disebut “Permen ESDM”) Nomor 1 Tahun 2015 mengenai 
Pemanfaatan Bersama Jaringan Tenaga Listrik (Power Wheeling). Peraturan 
Menteri ini menyatakan bahwa usaha transmisi wajib membuka pemanfaatan 
bersama jaringan tenaga listrik dan usaha distribusi dapat membuka pemanfatan 
bersama jaringan distribusi tenaga listrik. 
Power wheeling identik dengan liberalisasi sektor transmisi dan distribusi 
tenaga listrik seperti yang sudah dipraktikan di negara lain, seperti di negara 
Jepang, Inggris, prancis dan Amerika Serikat (Abhishek Saxena 2014 : 199).   Di 
Indonesia praktik liberalisasi terhadap aset negara dilarang (Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 111/PUU-XIII/2015). Sehingga menarik untuk dikaji lebih 
lanjut, apakah pengaturan jaringan transmisi dan distribusi untuk kegiatan power 
wheeling di Indonesia sesuai dengan Konstitusi yaitu aset negara diperuntukan 
maksimal untuk kepentingan umum, serta apakah pemberlakuan power wheeling 
di Indonesia akan sesuai dengan hak menguasai negara yang tertuang dalam Pasal 
33 UUD NRI1945. Dari penjabaran diatas penulis merasa perlu mengkaji lebih 
dalam tentang konsep power wheeling di Indonesia yang kemudian dikaitkan 
dengan hak menguasai negara Pasal 33 UUD NRI. Berdasarkan uraian latar 
belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis perlu melaksanakan 
penelitian yang berjudul “ANALISIS PEMANFAATAN BERSAMA 
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JARINGAN TRANSMISI DAN DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK (POWER 
WHEELING) DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN HAK MENGUASAI 
NEGARA MENURUT PASAL 33 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945” 
B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang  telah diuraikan sebelumnya, penulis dapat 
mengidentifikasi pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian hukum 
untuk skripsi ini, yaitu: 
1. Bagaimana negara melakukan penguasaan jaringan Transmisi dan 
Distribusi tenaga listrik dalam kegiatan pemanfaatan bersama jaringan 
tenaga listrik (power wheeling) di Indonesia?  
2. Apakah konsep pemanfaatan bersama jaringan transmisi dan distribusi 
tenaga listrik (power wheeling) di Indonesia selaras dengan hak 
menguasai negara pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945?  
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan dalam penulisan skripsi ini dibagi kedalam dua poin, yaitu tujuan 
objektif dan tujuan subjektif, adapun penjabarannya adalah sebagai berikut: 
1. Tujuan Objektif 
Tujuan objektif merupakan tujuan penulisan yang dilihat berdasarkan 
tujuan secara umum, yaitu: 
a. Mengetahui bentuk penguasaan negara terhadap jaringan Transmisi dan 
Distribusi tenaga listrik dalam kegiatan pemanfaatan bersama jaringan 
tenaga listrik (power wheeling) di Indonesia. 
b. mengetahui pengaturan pemanfaatan bersama jaringan transmisi dan 
distribusi tenaga listrik di Indonesia (power wheeling) telah selaras dengan 
hak menguasai negara pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia tahun 1945. 
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2. Tujuan Subjektif 
Tujuan subjektif merupakan tujuan penulisan yang dilihat berdasarkan 
tujuan pribadi penulis, yaitu: 
a. memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar sarjana hukum 
pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta.  
b. menerapkan teori-teori hukum yang telah penulis peroleh selama kegiatan 
perkuliahan  
c. memperluas pengetahuan dan pemahaman, baik teori maupun praktik dalam 
bidang Hukum Tata Negara 
D.  Manfaat Penelitian 
Penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik itu secara teoritis 
maupun secara praktis, adapun penjabaran dari manfaat tersebut adalah sebagai 
berkut: 
1. Manfaat Teoritis 
a. Sebagai salah satu sarana untuk memberikan kontribusi pemikiran bagi 
perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada 
khususnya. 
b.  Menjadi solusi di bidang Hukum Tata Negara  
c. Sebagai salah satu sarana untuk menambah referensi dan literatur yang 
dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian hukum 
dengan objek yang sama pada masa yang akan datang. 
2. Manfaat Praktis 
a. Memberikan jawaban dari permasalahan yang diteliti serta dapat 
mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang sistematis 
sekaligus mengetahui kemampuan dalam menerapkan ilmu yang diperoleh 
selama masa perkuliahan. 
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan 
bagi semua pihak yang memerlukan informasi terkait dengan 
permasalahan yang diteliti. 
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E. Metode Penelitian 
Menurut pendapat H.J. vab Eikema Hommes sebagaimana dikutip oleh 
Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya “Penelitian Hukum”, menyatakan bahwa 
Setiap penelitian memeliki metodenya sendiri (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 
19), pendapat tersebut mengindikasikan bahwa tidak mungkin diadakanya 
penyeragaman metode untuk semua bidang ilmu, oleh karena itu, penelitian dalam 
penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yang sesuai dengan disiplin 
ilmu hukum yaitu penelitian hukum. Adapun kekhususan metode penelitian yang 
digunakan akan diuraikan sebagai berikut: 
1. Jenis Penelitian 
Berdasarkan permasalahan yang diajukan dalam penelitian hukum ini, 
penulis menggunakan penelitian hukum (normatif), penelitian ini  merupakan 
suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, 
maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi 
(Peter Mahmud Marzuki, 2014: 35). Guna menjawab suatu isu hukum, 
penelitian ini memfokuskan untuk membaca bahan hukum primer dan bahan 
hukum sekunder. 
2. Sifat Penelitian 
Penelitian hukum ini bersifat preskriptif, yang dimaksud dengan 
preskriptif adalah menemukan kebenaran koherensi antara norma hukum dan 
prinsip hukum, antara aturan hukum dan norma hukum, serta koherensi antara 
tinkah laku (act)- individu dengan norma hukum (Peter Mahmud Marzuki, 
2014: 35). Koherensi yang dimaksud dalam penelitian hukum ini adalah 
khusus pada koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, antara aturan 
hukum dan norma hukum. 
3. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
perundang-undangan (statute aproach) dan pendekatan konseptual 
(conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan 
menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan 
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dengan isu hukum, dan pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-
pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum (Peter 
Mahmud Marzuki, 2014: 134-136). 
4. Sumber Penelitian 
Sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber 
penelitian yang berbahan hukum primer dan berbahan hukum sekunder. 
Bahan hukum primer bersifat autoritatif didalamnya terdiri dari perundang-
undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan 
dan putusan-putusan hakim, sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua 
publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi (Peter 
Mahmud Marzuki, 2014: 181). Bahan hukum yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Bahan hukum primer yang digunakan penulis adalah; 
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
amandemen ke-IV 
2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan; 
3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahn 2016 Tentang 
Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; 
4) Peraturan  Presiden Nomor  38  Tahun  2015 tentang  Kerjasama 
Pemerintah dengan Badan Usaha  Dalam Penyediaan Infrastruktur 
5) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan 
Usaha Penyediaan Tenaga Listrik; 
6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 
Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik; 
7) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 Tentang 
KebijakanEnergi Nasional (KEN); 
8) Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kerja Sama 
Penyediaan Tenaga Listrik dan Pemanfaatan Bersama Jaringan 
Tenaga Listrik; 
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9) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 Tentang Kementrian 
Energi dan Sumber Daya Mineral; 
10) Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Tata Cara 
Perizinan Usaha Ketenagalistrikan jo.Peraturan Menteri ESDM 
Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
ESDM Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha 
Ketenagalistrikan; 
11) Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2012 tentang tentang 
Tata Cara Permohonan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 
Untuk Kepentingan Umum jo. Peraturan Menteri ESDM Nomor 07 
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM 
Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Permohonan Wilayah 
Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum 
12) Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pokok-
Pokok dalam Jual Beli Tenaga Listrik 
13) Putusan MK dengan Perkara Konstitusi Nomor 111/PUU-XIII/2015 
tentang pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 
tentang Ketenagalistrikan; 
14) Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  149/PUU-VII/2009 tentang 
pengujian Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang 
Ketenagalistrikan; 
b. Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis adalah semua bahan 
hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, bahan 
hokum tersebut dapat berupa; pendapat ahli, surat kabar, majalah, internet, 
jurnal, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan isu hukum. 
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 
Penulis menggunakan teknik studi dokumen atau studi kepustakaan 
(library research). Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan landasan teori 
dengan mengkaji, mempelajari, dan memberi catatan terhadap buku-buku, 
peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip, dan hasil penelitian 
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lainya yang berhubungan dengan isu hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 
35) 
6. Teknik Analisis Bahan Hukum 
Teknik analisis bahan hukum dalam penulisan skripsi ini dilakukan 
dengan metode silogisme melelui pola pikir yang bersifat deduktif. Logika 
atau silogisme merupakan penalaran hukum untuk membangun analisis 
terhadap isu hukum, kemudian pola pikir deduktif dilakukan dengan 
menggunakan dua buah premis, yaitu premis mayor dan premis minor. 
Premis mayor merupakan aturan hukum yang berlaku, sedangkan premis 
minor merupakan fakta hukum atau kondisi empiris dalam pelaksanaan suatu 
aturan hukum. Selanjutnya berdasarkan kedua premis tersebut kemudian 
ditarik suatu kesimpulan atau conclusion (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 35).  
7. Sistematika Penulisan Hukum 
 Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis 
mengenai bahasan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini, penulis 
membuat sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab, tiap bab akan 
di bagi kedalam beberapa sub-bab, adapun penjabaran lebih lanjut adalah 
sebagai berikut: 
BAB I  :  PENDAHULUAN 
Dalam bab pendahuluan ini, penulis menguraikan mengenai 
latar  belakang  masalah,  perumusan  masalah,  tujuan 
penelitian,  manfaat  penelitian,  metode  penelitian,  dan 
sistematika penulisan hukum. 
BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 
A. Kerangka Teori atau Konseptual 
Dalam bab ini, penulis memaparkan dua sub bab berisi 
kerangka  teori  atau konseptual untuk memperkokoh 
peenulisam. Sub bab ini memuat teori dan konsep tentang 
penguasaan negara dalam pengelolaan sumber daya 
energi, serta teori  atau konseptual tentang 
ketenagalistrikan yang berhubungan dengan kegiatan 
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pemanfaatan bersama jaringan tenaga listrik (power 
wheeling) di indonesia. 
B. Kerangka Pemikiran 
Dalam  kerangka  pemikiran  penulis  memberikan 
gambaran  mengenai paradigma  berpikir  (mindset)  
dalam melakukan  penulisan  hukum,  yang  telah 
dikonstruksikan dalam bentuk bagan. 
BAB III  :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
Pada BAB III didalamnya menguraikan hasil penelitian beserta 
pembahasanya, yang merupakan jawaban atas  pokok 
permasalahan yang akan diteliti, kemudian keseluruhanya akan 
disusun sebagai berikut: 
A. Pengaturan pemanfaatan bersama jaringan transmisi dan 
distribusi tenaga listrik di indonesia  
B. Keselarasan pengaturan pemanfaatan bersama jaringan 
transmisi dan distribusi tenaga listrik dengan hak menguasai 
negara pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 
 
BAB IV :  PENUTUP 
Pada BAB IV, penulis menguraikan simpulan dari hasil 
pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, serta 
memberikan saran terhadap permasalahan yang akan diteliti, 
keseluruhanya akan disusun dengan sistematika sebagai berikut: 
A. Simpulan 
Pada sub bab ini, penulis menguraikan mengenai 
kesimpulan secara singkat dan jelas untuk menjawab 
permasalahan berdasarkan analisis bahan hukum yang 
diperoleh. 
B. Saran 
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Pada sub bab ini, penulis menguraikan saran-saran berupa 
preskripsi mengenai apa yang seharusnya ideal menurut 
pandangan penulis. 
DAFTAR PUSTAKA 
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BAB II 
 TINJAUAN PUSTAKA 
A. Kerangka Teori 
1. Penguasaan  Negara  dalam  Pengelolaan Sumber Daya Energi 
a. Hierarki Norma Hukum (Stufentheorie) 
Teori hierarki norma hukum dikemukakan oleh Hans Kelsen. 
Pendapatnya adalah norma-norma hukum bersifat berjenjang-jenjang dan  
berlapis-lapis  dalam sebuah hierarki tata susunan, yaitu suatu norma yang 
lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih 
tinggi, demikian seterusnya norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut 
dan bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu norma dasar (Grundnorm) (Maria 
Farida 1998 : 25). Norma dasar yang merupakan norma tertinggi dalam 
sistem norma tersebut, tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih 
tinggi lagi tetapi norma tersebut ditetapkan terlebih dahulu oleh 
masyarakat sebagai norma dasar yang merupakan gantungan bagi norma 
yang berada dibawahnya (Jimly Assiddiqie, M. Ali Safa’at 2006 : 109). 
Hukum memiliki karakter yang dinamis yakni, Hukum mengatur  
pembentukannya sendiri, keberadaanya menentukan cara untuk membuat 
suatu norma hukum lainnya, dan juga sampai derajat tertentu menentukan 
isi norma lainnnya (Hans Kelsen 1995 : 110 ). hubungan antara norma 
yang mengatur pembentukan norma dari norma lainnya digambarkan 
sebagai hubungan “superordinasi”. kesatuan norma-norma yang terbentuk 
ditunjukkan oleh fakta bahwa pembentukan norma yang lebih rendah 
ditentukan oleh norma lain yang lebih tinggi, dan bahwa regressus ini 
diakhiri oleh suatu norma dasar, oleh karena menjadi dasar tertinggi 
validitas keseluruhan tata hukum, membentuk kesatuan tata hukum" (Hans 
Kelsen 1995 : 125). 
Salah seorang murid Kelsen bernama Hans Nawiasky 
mengembangkan  teori Kelsen. Dalam bukunya berjudul Algemeine 
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Rechtlehre Hans Nawiasky mengemukakan bahwa sesuai dengan teori 
Hans Kelsen suatu norma hukum dari negara manapun selalu berlapis-
lapis dan berjenjang-jenjang, dimana norma yang dibawah berlaku, 
berdasar dan bersumber pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih 
tinggi berlaku, berdasar dan bersumber pada norma yang lebih tinggi lagi, 
sampai pada norma yang lebih tertinggi yang disebut norma dasar. Selain 
itu Nawiasky berpendapat bahwa norma hukum dari suatu negara itu juga 
dapat dikelompokan menjadi 4  (empat)  kelompok  besar (  Maria F.I. 
Soeprapto 2010: 28-35)  yang terdiri dari: 
1) Kelompok I  : Staatfundamentalnorm (norma fundamental negara) 
Staatfundamentalnorm  
Menurut Nawiasky merupakan dasar bagi pembentukan 
konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara termasuk norma 
pengubahannya. Hakekat hukum bagi suatu staatfundamentalnorm 
merupakan syarat bagi berlakunya konstitusi atau undang-undang 
dasar. Ia ada terlebih dahulu sebelum ada konstitusi atau undang-
undang dasar. Selain itu Grundnorm atau staatfundamental norm 
tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dasar berlakunya sehingga kita perlu 
menerimanya sebagai sesuatu yang tidak dapat diperdebatkan lagi, 
sebagai suatu hipotesis, sesuatu yang fiktif atau aksioma. Ini 
diperlukan untuk tidak menggoyahkan lapis-lapis bangunan tata 
hukum yang pada akhirnya menggantungkan atau mendasarkan diri 
kepadanya 
2) Kelompok II  : Staatgrundgesetz (aturan dasar/pokok negara)  
Staatgrundgesetz (aturan dasar negara/aturan pokok negara) 
merupakan kelompok norma hukum dibawah norma fundamental 
negara. Norma-norma dari aturan dasar negara masih bersifat pokok 
dan merupakan dan merupakan aturan-aturan umum yang masih 
bersifat garisbesar sehingga masih merupakan norma tunggal dan 
belum disertai norma sekunder. Di dalam setiap aturan dasar/pokok 
negara biasanya diatur hal-hal mengenai pembagian kekuasaan negara 
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dipuncak pemerintahan, dan selain itu diatur juga hubungan antara 
lembaga-lembaga tinggi negara serta diatur hubungan antara negara 
dengan warga negara 
3) Kelompok III  : Formell Gesetz (Undang-undang formal)  
Sementara Formell Gesetz (undang-undang) merupakan 
kelompok norma yang berada dibawah aturan dasar pokok negara. 
Norma dalam undang-undang sudah merupakan norma hukum yang 
bersifat konkrit dan terinci dan sudah dapat langsung berlaku dalam 
masyarakat. Norma hukum dalam UU sudah dapat mencantumkan 
norma-norma yang berisi sanksi baik sanksi pidana maupun sanksi 
perdata. Selain itu UU berbeda dengan peraturan-peraturan lain, 
karena suatu UU merupakan norma-norma hukum yang selalu 
dibentuk oleh suatu lembaga legislatif.  
4) Kelompok  IV: Verordnung  &  Autonome  Satzung (aturan  pelaksana  
& aturan ortonom)  
Dan kelompok norma hukum yang terakhir adalah Verordnung 
und Autonome Satzung (peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom), 
yaitu merupakan peraturan yang terletak dibawah UU yang berfungsi 
menyelenggarakan ketentuan dalam UU, dimana peraturan 
pelaksanaan bersumber dari kewenangan delegasi, sedangkan 
peraturan otonom bersumber dari kewenangan atribusi.  
b. Kedaulatan Negara 
Konsep kedaulatan  (sovereignty) dikemukakan pertama kali oleh 
Jean Bodin (1520-1596) dalam bukunya yang berjudul “La Republique” 
yang diterbitkan pada 1576.  (Alain de Benoist,1999: 101), didalamnya 
dijelaskan bahwa kedaulatan merupakan bentuk kekuasaan yang bersifat 
absolut, tidak  dapat  dipecah-pecah dan tidak terbatas, serta tidak terdapat 
kekuasaan lain di atasnya yang lebih besar dari kedaulatan itu. Bodin  
menyebutkan:“Those  who are sovereign must not be subject to the 
authority of anyone else. This is why the law says that the prince must be 
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excluded from the power of law… The  law  of  the  prince  depends 
exclusively upon hispure and sincere will ” (Alain de  Benoist, 1999:  103) 
Dalam kepustakaan Indonesia dapat ditemukan terminologi lain 
tentang kedaulatan yang berasal dari beberapa bahasa, yaitu daulah 
(Arab), sovreignty (Inggris), souvereiniteit (Prancis) supremus (latin), dan 
sovranita (italia) yang kesemuanya memiliki arti kekuasaaan tertinggi 
(Budiyanto, 2003: 24). Kekuasaaan tertinggi dapat berarti kekuasaaan 
untuk dapat menentukan kebijakan atau hukum yang berlaku tanpa ada 
intervensi dari pihak manapun juga. Selain itu  ilmu hukum kedaulatan 
memiliki pengertian sebagai berikut “legal sovereignty as the  supreme 
jurisdictional authority (in a hierarchy  of  law making bodies  and 
practices)” yaitu pada dasarnya kedaulatan terjelma dalam legitimasi 
sebuah negara ditentukan oleh keinginan ataupun persetujuan dari rakyat, 
yang merupakan sumber dari semua kekuatan negara (Winston P. Nagan, 
2012: 2) 
Teori kedaulatan Negara (staatssouvereniteit) adalah teori yang 
menganggap Negara sebagai suatu “rechtsperson” atau “badan hukum” 
yang dianggap memiliki berbagai hak dan kewajiban serta dapat 
melakukan perbuatan atau tindakan hukum, tidak ubahnya seperti juga 
seorang “natuurlijkpersoon” yang menjadi pendukung hak dan kewajiban 
yang sekaligus dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum. (I Gde 
Panca Astawa, 2012: 26), sehingga erat kaitanya dengan arti kedaulatan 
merupakan kekuasaan absolut atas suatu wilayah tertentu dan kekuasaan 
absolut atas wilayah tersebut menjadi dasar bagi pembentukan negara 
(Jenik Radon, 2004: 95).  
Van Vollenhoven juga berpendapat bahwa negara merupakan 
organisasi tertinggi dari  bangsa  yang diberi  kekuasaan  untuk mengatur 
segala-galanya dan negara berdasarkan kedudukannya memiliki 
kewenangan untuk membentuk peraturan hukum (Notonagoro,  1984:  
99).Yang menjadi hukum  didalam  negara adalah hanya yang dinyatakan 
atau ditentukan sebagai hukum oleh negara atau didalam prakteknya oleh 
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penguasa negara. Dengan demikian, hukum adalah kehendak negara. 
Hukum yang  dibuat  diluar dari kehendak negara bukan sebagai hukum 
sebab  negaralah yang menjadi pusat dan pokok dari segala kekuasaan 
dalam negara. Hukum adalah penjelmaan dari kemauan negara yang 
dinyatakan serta dirumuskan oleh penguasa negara dalam bentuk peraturan 
hukum (Hamidi, 2006:59). 
Prinsip kedaulatan negara atau hak menguasai oleh negara atas 
Sumber Daya Alam (SDA) bukanlah sesuatu yang asing dan bahkan telah 
diakui sepenuhnya oleh hukum internasional sebagaimana dapat dijumpai 
dalam pelbagai dokumen resmi. Dokumen-dokumen dimaksud, mengutip 
Achmad Madjedi Hasan, adalah sebagai berikut ( http://www2.esdm.go.id/ 
berita/artikel/56–artikel/4940–pengusahaan– migas  -  di –  indonesia –
dalam –  perspektif –  kedaulatan– negara – 3-kedaulatan-negara-dalam-
pengusahaan-migas-.  html  ?  tmpl  =  component  &  print  =  1  & page= 
diakses pada tanggal 9 Januari Pukul 10.42): 
1) Perserikatan Bangsa-Bangsa (”PBB”) tanggal 21 Desember 1952 
tentang penentuan nasib sendiri di bidang ekonomi. Dalam resolusi 
tersebut ditegaskan mengenai hak setiap  negara untuk memanfaatkan 
secara bebas SDA-nya. 
2) Resolusi Majelis Umum PBB tanggal 14 Deseember 1962, 25 
November 1966, dan 17 Desember 1973. Resolusi ini memperluas 
ruang lingkup prinsip hak permanent sovereignty penguasaan 
permanen) atas kekayaan alam di dasar laut dan tanah di bawahnya 
yang masih berada dalam yurisdiksi suatu negara. 
3) Resolusi Majelis Umum PBB Tahun 1974 dan Deklarasi tentang 
pembentukan Tata Ekonomi Internasional Baru dan Program  Hak-hak 
Ekonomi dan Kewajiban Negara (Charter of Economic Rights and 
Duties of States). Resolusi tersebut menegaskan kembali mengenai 
hak menguasai oleh negara untuk mengawasi kekayaan alamnya 
dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.  
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4) Covenant on Economic, Social and Cultural Rights tanggal 16 
Desember 1966. Pada Pasal 25 Konvenan ini ditegaskan, tentang tidak 
ada satu hal pun ketentuan di dalam Kovenan ini yang dapat 
ditafsirkan sehingga mengurangi hak-hak yang melekat dari semua 
bangsa untuk menikmati dan memanfaatkan kekayaan dan sumber 
daya alam mereka secara bebas dan penuh.  
5) Declaration on the Human Environment Tahun 1972 di Stockholm. 
Dalam Pasal 11 dan 12 deklarasi ini ditegaskan bahwa negara 
memiliki hak berdaulat untuk memanfaatkan SDA-nya sesuai dengan 
kebijakan pemeliharaan lingkungannya masing-masing. Dalam 
pemanfaatan SDA tersebut, negara bertanggung jawab atas kegiatan-
kegiatan yang merugikan lingkungan, baik di wilayahnya sendiri, 
maupun di wilayah negara lain. 
c. Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Alam 
Menururt J.J. Rousseau dalam Rafael Danilo menyebutkan bahwa 
Teori kekuasaaan negara sebagai suatu badan atau organisasi rakyat 
bersumber dari hasil perjanjian masyarakat (contract social) yang 
esensinya merupakan suatu bentuk kesatuan yang membela dan 
melindungi kekuasaan bersama. Kekuasaan bukan merupakan sebuah 
kedaulatan yang tidak memiliki batasan, ada beberapa ketentuan umum 
yang mengikat dirinya seperti hukum alam dan hukum Tuhan serta hukum 
yang umum pada semua bangsa yang dinamakan leges imperii (R. Wiratno 
1958: 176). Sejalan dengan  hal tersebut, maka secara teori, kekuasaan 
negara atas sumber daya alam bersumber dari rakyat yang kemudian 
dikenal sebagai hak menguasai negara. Negara dalam hal ini, dipandang 
sebagai yang memiliki karakter sebagai suatu lembaga masyarakat umum, 
sehingga kepadanya diberikan wewenang atau kekuasaan untuk mengatur, 
mengurus,  dan  memelihara, serta mengawasi semua pemanfaatan 
terhadap seluruh potensi sumber daya alam yang ada di dalam wilayahnya 
secara intensif.  
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Negara-negara maju tidak akan mungkin mencapai tingkat kemajuan 
tanpa menggunakan energi secara luas. (Abdul Kadir, 2010:1), selain itu 
sektor energi memiliki pengaruh besar terhadap pendapatan negara juga 
perekonomian negara secara keseluruhan, sehingga sumber energi dapat 
disebut sebagai aset yang strategis yang dimiliki oleh negara. Aset 
strategis ini menjadi objek yang diatur, diurus,  dan  dipelihara serta 
diawasi oleh negara. 
d. Konsep Hak Menguasi Negara Atas Sumber Daya Alam di Indonesia 
Peran negara dalam penguasaan sumber daya alam semakin luas dan 
berkembang pasca reformasi 1998. Jika sebelumnya produk legislasi 
memberi peran bagi negara dalam pengaturan pemanfaatan sumber daya 
alam dan hubungan hukum yang terjadi dalam pemanfaatan tersebut, maka 
setelah reformasi peran negara tidak hanya mengatur melainkan juga 
mengurus, mengelola dan mengawasi pemanfaatan sumber daya alam. 
(Maria S.W. Sumardjono 2004 : 2) 
Hak negara untuk menguasai bumi dan air dan kekayaan alam yang 
terkandung di dalamnya diamanatkan oleh UUD 1945 dalam Pasal 33 ayat 
(3) UUD NRI hal tersebut mencerminkan ideologi dan politik Indonesia 
mengenai penguasaan negara atas SDA, di dalamnya memuat ketentuan 
tentang hak penguasaan negara atas, cabang-cabang produksi yang penting 
bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, dan juga bumi 
dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Bentuk 
kewajiban negara dalam mengelola SDA untuk sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat adalah sebagai berikut: 
1) Segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang  di dapat 
(kekayaan alam) termasuk sumber daya energi, harus secara nyata 
meningkatkan kemakmuran dan kesejahteran umum. 
2) Melindungi dan menjamin segala hak–hak rakyat yang terdapat di 
dalam atau di atas bumi, air dan berbagai kekayaan alam tertentu yang 
dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat. 
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3) Mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan 
menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan 
kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam. Ketiga 
kewajiban di atas menjelaskan segala jaminan bagi tujuan hak 
penguasaan negara atas sumber daya alam dimana energi termasuk di 
dalamnya yang sekaligus memberikan pemahaman bahwa dalam hak 
penguasaan itu, negara tidak hanya melakukan pegurusan 
(bestuursdad) dan pengelolaan (beheersdaad).  
Dalam sejarah pembentukan negara Indonesia terdapat berbagai 
Konsepsi  rumusan pengertian, makna, dan subtansi “dikuasai oleh 
negara” dari para pendiri bangsa. Adapun  beberapa Konsepsi  rumusanya 
adalah sebagai berikut (Mukhtie Fajar, 2005:7): 
1) Mohammad Hatta merumuskan tentang pengertian dikuasi oleh 
negara tidak berarti negara sendiri menjadi pengusaha, usahawan atau 
ordernemer. Lebih tepat dikatakan bahwa kekuasaan negara terdapat 
pada membuat peraturan guna kelancaran jalan ekonomi, peraturan 
yang melarang pula penghisapan orang yang lemah oleh orang yang 
bermodal. 
2) Muhammad Yamin merumuskan pengertian dikuasi oleh negara 
termasuk mengatur dan/atau menyelenggarakan terutama untuk 
memperbaiki dan memepertinggi produksi dengan mengutamakan 
koperasi. 
3) Panitia Keuangan dan Perekonomian badan Penyelidik Usaha-Usaha 
Perisapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) merumuskan pengertian 
dikuasi oleh negara sebagai berikut:  
a) Pemerintah harus mejadi pengawas dan pengatur dengan 
berpedoman kepada keselamatan rakyat;  
b) Semakin besarnya perusahaan dan semakin banyaknya umlah 
orang yang menggantungkan dasar hidupnya karena semkin besar 
mestinya pemerintahan; dan 
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c) Tanah haruslah dibawah kekuasaan negara, perusahaan tambang 
yang besar diajalankan seagai usaha negara  
4) Bagir Manan merumuskan cakupan pengertian dikuasi oleh negara 
atau hak penguasaan negara, sebagai penguasaan semacam 
pemilikan oleh negara, artinya negara melalui Pemerintah adalah 
satu-satunya pemegang wewenang untuk menentukan hak 
wewenang atasnya, termasuk di sini bumi, air, dan kekayaan yang 
terkandung di dalamnya, mengatur dan mengawasi penggunaan serta 
pemanfaatan, penyertaan modal dan dalam bentuk perusahaan 
negara untuk usaha-usaha tertentu (Bagir Manan, 2004: 12). Selain 
memahami makna dari “dikuasai oleh negara”, Bagir Manan juga 
mengemukakan bahwa “hak menguasai negara tidak boleh 
dilepaskan dari tujuan yaitu demi sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat” (Bagir Manan, 2004: 233). Maka perlu diketahui juga 
keterkaitan dengan hak penguasaan negara dengan sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. Keterkaitan yang terjadi tersebut akan 
mewujudkan kewajiban negara sebagai berikut:  
a) Segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang 
didapat (kekayaan alam), harus secara nyata meningkatkan 
kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. 
b) Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat 
di dalam atau di atas bumi, air dan berbagai kekayaan alam 
tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati 
langsung oleh rakyat 
c) Mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan 
menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan 
kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam. 
Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 memposisikan negara sebagai 
pengatur dan penjamin kesejahteraan rakyat. Fungsi negara itu tidak 
dapat dipisahkan satu dengan lainnya, artinya melepaskan suatu 
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bidang usaha atas sumber daya alam kepada koperasi, swasta harus 
disertai dengan bentuk-bentuk pengaturan dan pengawasan yang 
bersifat khusus, karena itu kewajiban mewujudkan sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat tetap dapat dikendalikan oleh negara. Hak 
penguasaan negara dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 
1945,membenarkan negara untuk mengusahakan sumber daya alam 
yang berkaitan dengan public utilities dan public sevices. Atas dasar 
pertimbangan filosofis (semangat dasar dari perekonomian ialah 
usaha bersama dan kekeluargaan), strategis (kepentingan umum), 
politik (mencegah monopoli dan oligopoli yang merugikan 
perekonomian negara), ekonomi (efesiensi dan efektifitas),  dan 
demi kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat 
(Made Gde Subha, 2015: 97). 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 mengamanatakan bahwa kedaulatan sebagai konsep kekuasaan 
yang tertinggi tidak hanya memiliki arti politis, tetapi juga ekonomis 
dan sosial. Dalam Pasal 33 sangat jelas mengembangkan pengertian 
demokrasi yang tidak hanya mengandung pengertian politik, tetapi 
juga ekonomi. Artinya, rakyat Indonesia di samping berdaulat di 
bidang politik juga harus berdaulat di bidang ekonomi. Itulah makna 
hakiki di bidang ekonomi, sehingga Negara Indonesia sebagai 
representasi warganegara harus benar benar mewakili kepentingan 
segenap rakyat yang memiliki kedaulatan atau kekuasaan tertinggi 
atas sumber-sumber ekonomi kekayaan sumber daya alam  termasuk 
energi di Indonesia.  
Bentuk Representasi Negara sebagai perwakilan rakyat dalam 
menguasai SDA tidak harus selalu diselenggarakan atau diusahakan 
oleh negara secara penuh melalui Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN), maka penyelenggaraan atau pengusahaan cabang-cabang 
produksi yang penting bagi negara dan menguasai hidup orang 
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banyak yang didirikan atas izin pemerintah untuk menjalankan 
kepentingan orang banyak (Aminuddin Ilmar, 2012: 64). 
2. Tentang Ketenagalistrikan 
a. Ketenagalistrikan di Indonesia 
Tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis 
dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional yang bertujuan untuk 
mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan 
spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. Melihat peran tenaga listrik yang 
strategis menjadikan penyedianya adalah wajib dikuasai oleh Negara. 
Melalui prinsip otonomi daerah dan demokratisasi peran pemerintah 
daerah dan masyarakat dalam Undang-Undang yang mengatur 
ketenagalistrikan di Indonesia menjadi diperluas.  
Setelah kemerdekaan Undang-Undang pertama yang tentang 
ketenaga listrikan adalah UU No. 15 tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan. 
Selama lebih dari 20 tahun berlaku uu ini dianggap tidak bisa lagi 
memayungi kondisi ketenagalistrikan Indonesia yang syarat akan 
kemajuan dan peluang keterlibatan swasta untk masuk, kemudian terbitlah 
UU baru UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, UU ini 
menggantikan UU No.15 Tahun 1985. Dalam pengujian terhadap UU No. 
20 Tahun 2002, dalam perjalananya pada tahun 2003 Mahkamah 
Konstitusi memberikan putusan bahwa UU No. 20 Tahun 2002 
bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak berlaku. Alasan 
utama pasal ini dinyatakan bertentangan dengan konstitui terletak dalam 
Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 16 UU ini; 
Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) meliputi jenis usaha (Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 
2002):   
a. Pembangkitan Tenaga Listrik;   
b. Transmisi Tenaga Listrik;   
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c. Distribusi Tenaga Listrik;   
d. Penjualan Tenaga Listrik;   
e. Agen Penjualan Tenaga Listrik;   
f. Pengelola Pasar Tenaga Listrik; dan    
g. Pengelola Sistem Tenaga Listrik“; 
Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8 ayat (2) dilakukan secara terpisah oleh Badan Usaha yang 
berbeda.  (Pasal 16 UU Nomor 20 Tahun 2002 ). 
Kedua pasal tersebut mengandung makna pemisahan (unbundling) 
pada kegiatan pengusahaan tenaga listrik, sehingga menyebabkan harga 
jual listrik tidak lagi ditentukan oleh pemerintah tetapi didapat dari harga 
pasar hasil kompetisi pelaku-pelaku usaha tenaga listrik, dan berimplikasi 
hilangnya penguasaan negara terhadap tenaga listrik (Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003). Oleh karenanya UU Nomor 
15 Tahun 1985 kembali berlaku kembali, dan Pemerintah diminta untuk 
mengajukan rancangan undang-undang ketenagalistrikan yang baru.  
Sehingga kini berlaku UU baru yaitu UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang 
Ketenagalistrikan. 
Unbundling  Jika diterjemahkan  secara  harafiah  terkait  dengan 
kegiatan  bisnis,  yang dimaksud  dengan unbundling  adalah “pemisahan 
kegiatan usaha”.(http://magnasynergy.com /magnaoil/index.php? 
option=com_content&viw=article&id=76:unbundling-system-di-bidang 
energi&catid=22&Itemid=101 diakses tanggal 27 November 2016 Pukul 
03:01 WIB). Unbundling yang terdapat dalam UU Nomor 20 Tahun 2002 
mengakibatkan perlakuan tarif tenaga listrik yang berbeda setiap regional/ 
wilayah usaha, dan membuka selebar-lebarnya peran serta korporasi 
swasta nasional, multinasional, maupun perorangan untuk mengelola dan 
menguasai tenaga listrik. (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-
022/PUU-I/2003). 
Pada tahun 2015 kekhawatiran dibelakukanya kembali Unbundling 
pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan 
muncul dan dilaporkan kembali ke Mahkamah Konstitusi (Putusan MK 
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Nomor 111/PUU-XIII/2015). Mahkamah Konstitusi kemudian 
mengeluarkan putusan  Nomor 111/PUU-XIII/2015 tentang pengujian 
terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang 
Ketenagalistrikan yang di dalamnya menyatakan bahwa Pasal 10 ayat (2) 
UU Ketenagalistrikan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara 
bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila rumusan 
dalam Pasal tersebut diartikan menjadi dibenarkannya praktik unbundling, 
serta menyatakan Pasal 11 ayat (1) UU ketenagalistrikan bertentangan 
dengan UUD NRI 1945  secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan 
hukum mengikat apabila rumusan dimaknai hilangnya prinsip “dikuasai 
oleh negara”. (Putusan MK Nomor 111/PUU-XIII/2015 ). Keadaan 
inkonstitusional bersyarat Tersebut membuat UU Nomor 30 Tahun 2009 
masih berlaku. 
Saat ini seluruh kegiatan ketenagalistrikan diatur dalam Undang-
Undang Nomor 30 Tahun  2009 (untuk selanjutnya disebut “UU 
Ketenagalistrikan”) dalam kaitanya dengan pengadaan tenaga listrik di 
Indonesia, di dalamnya diatur mengenai : 
1) Asas dan Tujuan 
Dalam melaksanakan pembangunan ketenagalistrikan di 
Indonesia dilakukan berlandaskan asas (Pasal 2 ayat (1) UU 
Ketenagalistrikan):  
a) manfaat;  
b) efisiensi berkeadilan;  
c) berkelanjutan;  
d) optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi;  
e) mengandalkan pada kemampuan sendiri;  
f) kaidah usaha yang sehat;  
g) keamanan dan keselamatan;  
h) kelestarian fungsi lingkungan; dan  
i) otonomi daerah.  
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Adapun tujuan utama Pembangunan ketenagalistrikan adalah 
untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, 
kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan 
kesejahteraan dan  kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta  
mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (Pasal 2 ayat (2) UU 
Ketenagalistrikan). 
2) Penguasaan dan Pengusahaan 
Dalam hal penguasaan penyediaan tenaga listrik di Indonesia, 
penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan 
penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah 
daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah (Pasal 3 ayat (1) UU 
Ketenagalistrikan). Prisnsip otonomi daerah disini adalah pemerintah 
daerah lebih aktif dalam kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik pada 
wilayah usaha yang berada pada kewenangan daerahnya. Pemerintah 
dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan 
kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha 
penyediaan tenaga listrik (Pasal 3 ayat (2) UU Ketenagalistrikan). 
Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh  Pemerintah 
dan pemerintah daerah dilakukan oleh badan usaha milik negara dan 
badan usaha milik daerah. (Pasal 4 ayat (1) UU Ketenagalistrikan). 
Selain itu berdasarkan asas demokrasi, badan usaha swasta, koperasi, 
dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan 
tenaga listrik (Pasal 4 ayat (2)). 
3) Kewenangan Pengelolaan 
Kewenangan Pengelolaan yang dimiliki pemerintah pusat, 
pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota berdasarkan 
pasal 5 UU Ketenagalistrikan dapat dijabarkan kedalam tabel berikut : 
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Tabel 1. Kewenangan Pemerintah Pusat. Provinsi, serta Kabupaten/Kota 
Kewenangan 
Pemerintah Pusat 
Kewenangan 
pemerintah provinsi 
Kewenangan 
pemerintah 
kabupaten/kota 
penetapan kebijakan 
ketenagalistrikan 
nasional 
penetapan peraturan 
daerah provinsi di 
bidang 
ketenagalistrikan 
penetapan peraturan 
daerah kabupaten/kota 
di bidang 
ketenagalistrikan 
penetapan peraturan 
perundang-undangan 
di bidang 
ketenagalistrikan 
penetapan rencana 
umum 
ketenagalistrikan 
daerah provinsi 
penetapan rencana 
umum 
ketenagalistrikan 
daerah kabupaten/kota 
penetapan pedoman, 
standar, dan kriteria di 
bidang 
ketenagalistrikan 
penetapan izin usaha 
penyediaan tenaga 
listrik untuk badan 
usaha yang wilayah 
usahanya lintas 
kabupaten/kota 
penetapan izin usaha 
penyediaan tenaga 
listrik untuk badan 
usaha yang wilayah 
usahanya dalam 
kabupaten/kota; 
penetapan izin operasi 
yang fasilitas 
instalasinya dalam 
kabupaten/kota 
penetapan pedoman 
penetapan tarif tenaga 
listrik untuk 
konsumen 
penetapan izin operasi 
yang fasilitas 
instalasinya mencakup 
lintas kabupaten/kota 
penetapan tarif tenaga 
listrik untuk 
konsumen dari 
pemegang izin usaha 
penyediaan tenaga 
listrik yang ditetapkan 
oleh pemerintah 
kabupaten/kota 
penetapan rencana 
umum 
ketenagalistrikan 
nasional 
penetapan tarif tenaga 
listrik untuk 
konsumen dari 
pemegang izin usaha 
penyediaan tenaga 
listrik yang ditetapkan 
oleh pemerintah 
provinsi 
penetapan persetujuan 
harga jual tenaga 
listrik dan sewa 
jaringan tenaga listrik 
untuk badan usaha 
yang menjual tenaga 
listrik dan/atau 
menyewakan jaringan 
tenaga listrik kepada 
badan usaha yang 
izinnya ditetapkan 
oleh pemerintah 
kabupaten/kota 
penetapan wilayah 
usaha 
penetapan persetujuan 
harga jual tenaga 
penetapan izin usaha 
jasa penunjang tenaga 
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listrik dan sewa 
jaringan tenaga listrik 
untuk badan usaha 
yang menjual tenaga 
listrik dan/atau 
menyewakan jaringan 
tenaga listrik kepada 
badan usaha yang 
izinnya ditetapkan 
oleh pemerintah 
provinsi 
listrik bagi badan 
usaha yang mayoritas 
sahamnya dimiliki 
oleh penanam modal 
dalam negeri 
penetapan izin jual 
beli tenaga listrik 
lintas negara; 
penetapan persetujuan 
penjualan kelebihan 
tenaga listrik dari 
pemegang izin operasi 
yang izinnya 
ditetapkan oleh 
pemerintah provinsi; 
penetapan persetujuan 
penjualan kelebihan 
tenaga listrik dari 
pemegang izin operasi 
yang izinnya 
ditetapkan oleh 
pemerintah 
kabupaten/kota; 
penetapan izin usaha 
penyediaan tenaga 
listrik untuk badan 
usaha yang: 
a. wilayah usahanya 
lintas provinsi;  
b. dilakukan oleh 
badan usaha milik 
negara; 
c. menjual tenaga 
listrik dan/atau 
menyewakan 
jaringan tenaga 
listrik kepada 
pemegang izin 
usaha penyediaan 
tenaga listrik yang 
ditetapkan oleh 
Pemerintah 
penetapan izin 
pemanfaatan jaringan 
tenaga listrik untuk 
kepentingan 
telekomunikasi, 
multimedia, dan 
informatika pada 
jaringan milik 
pemegang izin usaha 
penyediaan tenaga 
listrik atau izin operasi 
yang ditetapkan oleh 
pemerintah provinsi; 
penetapan izin 
pemanfaatan jaringan 
tenaga listrik untuk 
kepentingan 
telekomunikasi, 
multimedia, dan 
informatika pada 
jaringan milik 
pemegang izin usaha 
penyediaan tenaga 
listrik atau izin operasi 
yang ditetapkan oleh 
pemerintah 
kabupaten/kota; 
penetapan izin operasi 
yang fasilitas 
instalasinya mencakup 
lintas provinsi; 
pembinaan dan 
pengawasan kepada 
badan usaha di bidang 
ketenagalistrikan yang 
izinnya ditetapkan 
oleh pemerintah 
pembinaan dan 
pengawasan kepada 
badan usaha di bidang 
ketenagalistrikan yang 
izinnya ditetapkan 
oleh pemerintah 
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provinsi; kabupaten/kota; 
penetapan tarif tenaga 
listrik untuk 
konsumen dari 
pemegang izin usaha 
penyediaan tenaga 
listrik yang ditetapkan 
oleh Pemerintah; 
pengangkatan 
inspektur 
ketenagalistrikan 
untuk provinsi; dan 
pengangkatan 
inspektur 
ketenagalistrikan 
untuk kabupaten/kota; 
dan 
penetapan persetujuan 
harga jual tenaga 
listrik dan sewa 
jaringan tenaga listrik 
dari pemegang izin 
usaha penyediaan 
tenaga listrik yang 
ditetapkan oleh 
Pemerintah; 
penetapan sanksi 
administratif kepada 
badan  usaha yang 
izinnya ditetapkan 
oleh pemerintah 
provinsi. 
penetapan sanksi 
administratif kepada 
badan  usaha yang 
izinnya ditetapkan 
oleh pemerintah 
kabupaten/kota. 
penetapan persetujuan 
penjualan kelebihan 
tenaga listrik dari 
pemegang izin operasi 
yang ditetapkan oleh 
Pemerintah;     
penetapan izin usaha 
jasa penunjang tenaga 
listrik yang dilakukan 
oleh badan usaha 
milik negara atau 
penanam modal 
asing/mayoritas 
sahamnya dimiliki 
oleh penanam modal 
asing;     
penetapan izin 
pemanfaatan jaringan 
tenaga listrik untuk 
kepentingan 
telekomunikasi, 
multimedia, dan 
informatika pada 
jaringan milik 
pemegang izin usaha 
penyediaan tenaga 
listrik atau izin operasi 
yang ditetapkan oleh 
Pemerintah;     
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pembinaan dan 
pengawasan kepada 
badan usaha di bidang 
ketenagalistrikan yang 
izinnya ditetapkan 
oleh Pemerintah;     
pengangkatan 
inspektur 
ketenagalistrikan;     
pembinaan jabatan 
fungsional inspektur  
ketenagalistrikan 
untuk seluruh tingkat 
pemerintahan; dan     
penetapan sanksi 
administratif kepada 
badan  usaha yang 
izinnya ditetapkan 
oleh Pemerintah.     
 
4) Rencana Umum Ketenagalistrikan 
Rencana Umum Ketenagalistrikan (RUK) adalah rencana 
pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang  meliputi bidang 
pembangkitan, transmisi, dan distribusi  tenaga listrik yang diperlukan 
untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik. (Pasal 1 UU 
Ketenagalistrikan). Dibagi menjadi dua yaitu ; 
a) Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKD) Merupakan 
rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang 
disusun oleh pemerintah pusat yang meliputi bidang 
pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang 
diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik nasional, 
disusun oleh Menteri berdasarkan KEN dan d itetapkan oleh 
Menteri setelah berkonsultasi dengan DPR RI 
b) Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) Merupakan 
rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang 
disusun oleh pemerintah pusat yang meliputi bidang 
pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang 
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diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik Daerah 
(Provinsi atau kabupaten/kota), disusun oleh Pemda berdasarkan 
RUKN dan ditetapkan oleh Gubernur setelah berkonsultasi 
dengan DPRD (Pasal 7 ayat (3) UU Ketenagalistrikan) 
Rencana umum ketenagalistrikan nasional (RUKN) disusun  
berdasarkan pada kebijakan energi nasional (KEN) dan ditetapkan 
oleh Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). (Pasal 7 ayat (1) UU 
Ketenagalistrikan), KEN merupakan kebijakan pengelolaaan energi 
yang berdasarkan prinsip keadilan, berkelanjutan, dan berwawasan 
lingkungan guna terciptanya kemandirian energi dan ketahanan energi 
nasional, disusun oleh Dewan Energi Nasional (DEN) dan ditetapkan 
oleh Pemerintah setelah mendapatkan persetujuan DPR-RI 
Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) Sebagai 
dasar pelaksanaan usaha penyediaan Tenaga listrik untuk kepentingan 
umum Disusun oleh badan usaha yang memiliki Wilayah usaha, 
Disusun dengan memperhatikan Rencana Umum Ketenagalistrikan 
(RUK dan/atau RUKD), dan disahkan oleh Menteri/Gubernur sesuai 
kewenangannya (Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 
2016 ). Untuk lebih jelasnya Skema lengkap RUK di Indonesia dapat 
dilihat pada gambar berikut: 
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Gambar 1 Landasan Hukum Rencana Penyediaan Listrik di Indonesia (Presentasi 
RUKN Dirjen Ketenagalistrikan 2016) 
 
5) Usaha Penyediaan Tenagalistrikan untuk Kepentingan Umum 
Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum 
adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, 
distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada masyarakat umum 
bukan untuk kepentingan sendiri (Pasal 1 UU Ketenagalistrikan). 
Jenis usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum 
meliputi (Pasal 10 ayat (1) UU ketenagalistrikan):  
a) pembangkitan tenaga listrik;  
b) transmisi tenaga listrik;  
c) distribusi tenaga listrik; dan/atau  
d) penjualan tenaga listrik.  
Bahwa sesuai dengan Pasal 10 UU Ketenagalistrikan maka pada 
prinsipnya pengelolaan tenaga listrik dalam UU Ketenagalistrikan 
dilaksanakan secara terintegrasi yakni meliputi pembangkitan tenaga 
listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, dan/atau 
penjualan tenaga listrik yang mana usaha penyediannya dilakukan 
 32 
 
oleh satu badan usaha dalam satu wilayah usaha (Putusan MK Nomor 
111/PUU-XIII/2015 : 73) 
Yang dimaksud pengusahaanya dapat dilakukan secara 
terintegrasi (Pasal 10 ayat 2 UU ketenagalistrikan), berdasarkan 
peraturan turunanya yang dimaksud terintegrasi pada pengusahaan 
penyediaan tenaga listrik adalah jenis  usaha meliputi (Penjelasal pasal 
3 ayat (2) PP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha 
Penyediaan Tenaga Listrik):  
a) usaha pembangkitan tenaga listrik,  transmisi tenaga listrik, 
distribusi  tenaga  listrik,  dan  penjualan  tenaga  listrik dilakukan 
dalam satu kesatuan usaha;  
b) usaha pembangkitan tenaga listrik,  transmisi tenaga listrik, dan 
penjualan tenaga listrik dilakukan dalam satu kesatuan usaha; atau   
c) usaha pembangkitan tenaga listrik,  distribusi tenaga listrik, dan 
penjualan tenaga listrik dilakukan dalam satu kesatuan usaha. 
Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum 
dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) wilayah usaha, 
dengan pembatasan wilayah usaha sebagaimana dimaksud diatas juga 
berlaku untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan 
umum yang hanya meliputi distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan 
tenaga listrik (Pasal 10 ayat (4) UU Ketenagalistrikan). Sehingga 
dapat disilmpulkan bahwa pengusahaan tenaga listrik secara 
terintegrasi dalam UU Ketenagalistrikan, yaitu terbatas dalam satu 
wilayah usaha tertentu, pemegang wilayah usaha hanya boleh menjual 
tenaga listrik kepada konsumen di wilayah usahanya, sehingga 
pelaksanaan kegiatan terintegrasi berdasarkan UU Ketenagalistriksn 
hanya mungkin dilakukan oleh sesama pemegang wilayah usaha 
(https://djk.esdm.go.id/index.php/detail-berita?ide=4143 diakses pada 
tanggal 13 Oktober 2016 pukul 15:17 WIB). 
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Dalam Pasal 11 UU Ketenagalistrikan ditegaskan lagi mengenai, 
keterlibatan badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya  masyarakat  
dalam kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik. badan usaha swasta, 
koperasi, dan swadaya  masyarakat dapat berpartisipasi  hanya 
terhadap wilayah yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik, 
yang berarti PLN sebagai BUMN diberi prioritas dalam kegiatan 
penyediaan tenaga listrik (Pasal 11 ayat (2) UU Ketenagalistrikan).  
6) Perizinan 
Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum 
dilaksanakan setelah mendapatkan izin usaha. (Pasal 10 UU 
ketenagalistrikan) Izin usaha penyediaan tenaga listrik adalah izin 
untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan 
umum. Berbeda dengan izin operasi, izin operasi adalah Izin adalah 
izin untuk melakukan penyediaan  tenaga listrik untuk kepentingan 
sendiri (Pasal 1 UU Ketenagalistrikan). Izin usaha ditetapkan sesuai 
dengan Jenis usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan 
umum yaitu izin usaha untuk; 
a) pembangkitan tenaga listrik;  
b) transmisi tenaga listrik;  
c) distribusi tenaga listrik; dan/atau  
d) penjualan tenaga listrik. 
Setiap jenis usaha penyediaan listrik untuk kepentingan umum 
memiliki izin usaha yang berbeda , izin tersebut ditetapkan oleh 
Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan  kewenangannya 
menetapkan izin  usaha penyediaan tenaga listrik (Pasal 21 UU 
Ketenagalistrikan).  
Kewajiban membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan 
transmisi dan dapat dilakukan pada jaringan distribusi, dilakukan 
melalui sewa jaringan antara pemegang izin usaha penyediaan tenaga 
listrik yang melakukan usaha transmisi dengan pihak yang akan 
memanfaatkan jaringan transmisi. Pihak yang dapat memanfaatkan 
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jaringan transmisi dan/atau distribusi tersebut adalah pemegang  izin  
usaha  penyediaan  tenaga  listrik  yang memiliki  wilayah  usaha  dan  
pemegang  izin  operasi (Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional 
2015-2035 : 23).  
Usaha distribusi tenaga listrik, penjualan tenaga listrik, dan 
usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi untuk kepentingan umum 
dilaksanakan dalam Wilayah Usaha. Wilayah usaha adalah wilayah 
yang ditetapkan oleh Menteri sebagai tempat badan usaha distribusi 
dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga 
listrik (Pasal 1 Peraturan Menteri ESDM  Nomor 28 Tahun 2012).  
7) Sewa Jaringan Tenaga Listrik 
Sewa jaringan tenaga listrik adalah mkeanisme pemakaian 
jaringan tenaga listrik yaitu jaringan transmisi dan distribusi tenaga 
listrik milik badan usaha transmisi atau distribusi oleh pemegang  izin  
usaha  penyediaan  tenaga  listrik  di  bidang pembangkitan  tenaga  
listrik, yang memiliki  wilayah  usaha  dan/atau  pemegang  izin  
operasi (Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional 2015-2035 : 23), 
melalui tarif atau biaya sewa berdasarkan penghitungan tertentu.  
Sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan berdasarkan prinsip 
usaha yang sehat, yang dimaksud prinsip usaha yang sehat adalah 
bahwa usaha ketenagalistrikan dilaksanakan dengan menerapkan 
prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan 
kewajaran. (Penjelasan Pasal 1 UU Ketenagalistrikan). Pemerintah 
atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan 
persetujuan atas harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga 
listrik. Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dilarang 
menerapkan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik 
tanpa persetujuan Pemerintah atau pemerintah daerah (Pasal 33 ayat 
(3) UU ketengalistrikan). 
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b. Pemanfaatan Bersama Jaringan Tenaga Listrik Power Wheeling. 
Pemanfaatan jaringan tenaga listrik (power wheeling) berbeda 
dengan pemanfaatan bersama jaringan transmisi dan/atau distribusi 
yang terdapat pada jenis usaha energi yang lain seperti pada gas dan 
minyak bumi, hal tersebut disebabkan karena objek energi, 
mekanisme, serta jaringan sistem penyaluranya berbeda. power 
wheeling memiliki kerumitan tersendiri dalam dunia pemanfaatan 
energi “Electricity  transmission  and  wheeling  service pricing 
becomes a more complex and more important task within  the  
ongoing  deregulation  of  electric  power industry” (Oana Pop 2010 : 
63) 
Power wheeling terjadi ketika pemilik pembangkit dapat 
menjual tenagalistrik nya kepada konsumen tanpa harus membangun 
transmisi sendiri, “Entry of private power generating companies 
called ‘Independent  Power  Producers  (IPPs)’  in  the deregulated 
power environment proposes more choice for customers, but 
necessitates the usage of third party owned  transmission  and  
distribution  network  for delivery  of  power  generated  to  its  
customers.  The process of power delivery through third party network 
is called ‘power wheeling’ (Kranthi Kiran 2010 : 2). Hal tersebut 
sesaui dengan penjelasan dari PLN yaitu power wheeling merupakan 
pemanfaatan bersama jaringan transmisi dan/atau oleh pemegang izin 
usaha penyediaan tenaga listrik lainnya untuk menyalurkan daya dari 
pembangkit milik pihak tersebut di suatu tempat ke beban khusus 
pihak tersebut di tempat lain, dengan membayar sewa/biaya transmisi 
termasuk biaya keandalan (RUPTL PLN 2016-2025:41). 
Di negar-negara maju pelaksanan power wheeling terhadap aset  
jaringan tenaga listrik identik dilakukan secara liberal, yaitu baik 
pembangkit, jaringan maupun harga diserahkan seluruhnya ke 
mekanisme pasar, siapapun bebas untuk memasuki bisnis penyediaan 
dan pengusahaan tenaga listrik. Adapun contoh negara tersebut adalah 
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Jepang, Inggris, prancis dan Amerika Serikat (Abhishek Saxena 2014 
: 199). 
Hal yang penting untuk dilihat dalam pelaksanakan power 
wheeling adalah aturan khusus mengenai transmisi (grid code) dan 
aturan khusus mengenai distribusi (distrbution code). Aturan disini 
mencakup segala aturan teknis jaringan transmisi dan distribusi, 
karena aspek tersebut sangat mempengaruhi harga jual tenaga listrik 
ke konsumen, “In  these  paradigms,  the  infrastructure  setup  cost, 
operational cost, maintenance cost and forthcoming investment cost 
are summed up together and the sum is allocated to various wheeling 
customers on various bases” (Kranthi Kiran 2010 : 2) 
 
B. Kerangka Pemikiran 
 
Keterangan: 
Untuk mewujudkan tujuan Nasional dapat dilakukan melalui 
pembangunan nasional dan penagakan hukum. Salah satu tujuan negara Indonesia 
di  dalam  Preambule Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  (UUD 
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NRI) Tahun 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum, untuk mencapai 
kesejahteraan umum maka perlu dilakukanya peningkatan perekonomian negara 
melalui pemanfaatan energi dan sumber daya alam sebagaimana di dalam Pasal 33 
UUD NRI Tahun 1945 bumi dan air dan kekayaan alam terkandung di dalamnya 
termasuk energi dikuasi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar 
kemakmuran  rakyat,  negara  pemilik  sumber  daya  alam termasuk energi 
memiliki  kedaulatan  penuh  dalam  hal  pengelolaan,  pengawasan, pengurusan, 
dan pengaturannya. Undang-Undang nomor 30 Tahun 2009 tentang 
Ketenagalistrikan sebagai bentuk penguasaan negara terhadap Ketenagalistrikan 
menerangkan bahwa usaha penyediaan energi listrik terdiri dari tiga jenis usaha, 
yaitu; pembangkitan tenaga listrik,  transmisi tenaga listrik; distribusi tenaga 
listrik; dan/atau penjualan tenaga listrik. Dalam usaha transmisi dan distribusi 
tenaga listrik dapat dilakukan secara terintegrsi sesuai dengan Peraturan Mentri 
ESDM nomor 1 Tahun 2015 tentang Kerjasama Penyediaan Tenaga Listrik dan 
Pemanfaatan Bersama Jaringan Tenaga listrik, dilakukan secara terintegrasi 
dengan melibatkan pihak swasta melalui pemanfatan bersama atau dapat disebut 
power wheeling. sementara itu putusan Mahkhamah Konstitusi Nomor No. 111 
PUU-XIII2015 tentang pengujian kembali Undang-Undang Ketenagalistrikan 
menegaskan kembali bahwa dalam pelaksanan kegiatan usaha ketenagalistrikan 
secara terintegrasi tidak dapat dilakukan jika mrnghilangkan makna penguasaan 
negara dan mengarah terhadap praktik unbundling.  
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BAB III  
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Penguasaan Negara Terhadap Jaringan Transmisi dan Distribusi 
Tenaga Listrik dalam Kegiatan Pemanfaatan Bersama JaringanTenaga 
Listrik (Power Wheeling) di Indonesia 
 
1. Dasar Hukum Penguasaan Negara Terhadap Jaringan Transmisi dan 
Distribusi Tenaga Listrik Kegiatan Power Wheeling di Indonesia. 
Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil 
dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 
1945). Dalam  Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945 mengamanatkan 
bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang 
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Demikian pula 
dengan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran 
dan kesejahteraan rakyat. Tenaga listrik merupakan sumber daya yang 
menguasai hajat hidup orang banyak, dan mempunyai peran yang sangat 
penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional 
sehingga usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara. 
Tenaga Listrik merupakan cabang produksi yang menguasai hajat hidup 
orang banyak sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (2) Undang -Undang 
Dasar 1945 yaitu “Cabang -cabang produksi yang  penting bagi Negara dan 
yang menguasasi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”.  Hal ini 
kemudian diperkuat dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang menyatakan:   
“Pembangunan sektor ketenagalistrikan bertujuan untuk memajukan 
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa guna 
mewujudkan tujuan pembangunan nasional, yaitu menciptakan 
masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. Tenaga listrik, sebagai salah satu hasil 
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pemanfaatan kekayaan alam, mempunyai peranan penting bagi negara 
dalam mewujudkan pencapaian tujuan  pembangunan nasional. 
Mengingat arti penting tenaga listrik bagi negara dalam mewujudkan 
kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang dan sejalan dengan 
ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang ini menyatakan 
bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan 
dipergunakan untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat yang 
penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah. 
Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya 
menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan 
usaha penyediaan tenaga listrik.”   
Sudah menjadi sebuah fakta bahwa pada seluruh kegiatan manusia 
sekarang ini baik itu kegiatan ekonomi, politik, sosial, budaya maupun 
pertahanan dan keamanan membutuhkan energi dan tenaga listrik. Mengingat 
pentingnya energi dan tenaga listrik dalam setiap kegiatan manusia, 
menjadikan tingkat penggunaan tenaga listrik per kapita suatu negara sebagai 
ukuran tingkat kemajuan negara tersebut. Semakin tinggi tingkat penggunaan 
energi dan tenaga listrik per kapita suatu negara, dapat dikatakan menjadi 
semakin tinggi pula tingkat kemajuan bangsa tersebut. (Malikusworo 
Hutomo, O.H. Arinardi, 1992, p. 135)  
Sebagai negara berkembang, Indonesia memulai pembangunan nasional 
pada tahun 1969 dimana hal tersebut mengakibatkan adanya pertumbuhan 
penggunaan energi dan tenaga listrik sangat tinggi. Untuk  mengatasi hal 
tersebut, pemerintah melakukan upaya konservasi dan diversifikasi energi. 
Konservasi energi adalah penggunaan energi secara efisien dan rasional tanpa 
mengurangi penggunaan energi yang memang benar-benar diperlukan, 
sedangkan diversifikasi energi adalah penganekaragaman penyediaan dan 
pemanfaatan berbagai sumber energi dalam rangka optimalisasi penyediaan 
energi (Kholiq, 2015, p. 83). Untuk menjamin pengelolaan sumber daya 
energi secara optimal, terpadu dan berkelanjutan maka diterbitkan UU No. 30 
Tahun 2007 tentang Energi, sedang untuk pengelolaan tiap jenis energi 
misalnya minyak dan gas bumi, batubara, panas bumi dan tenaga nuklir 
masing-masing diatur dengan undang-undang tersendiri. 
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Untuk mengatur berbagai kegiatan dalam penyediaan dan pemanfaatan 
tenaga listrik diterbitkan UU No. 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan 
sebagai pengganti peraturan perundang-undangan Hindia Belanda dibidang 
ketenagalistrikan, yaitu Ordonnantie No.190 Tahun 1890 tentang Bepalingen 
omtrent den aanlegen het gebruik van geleidingen voor electrische 
verlichting en het overbrengen van kracht door middel van electriciteit in 
Nederlandsch Indie (Ketentuan mengenai Pemasangan dan Penggunaan 
Saluran untuk Penerangan Listrik dan Pemindahan Tenaga Listrik di Hindia 
Belanda), tanggal 13 September 1890 (Staatsblad 1890, No. 190). Dalam UU 
No. 15 Tahun 1985 tersebut dirumuskan pengertian tentang tenaga listrik dan 
ketenagalistrikan.  
Mengingat makin banyaknya partisipasi swasta dalam usaha 
ketenagalistrikan maka untuk menjamin adanya kompetisi yang setara, 
diterbitkan UU No. 20 Tahun 2002 sebagai pengganti UU No. 15 Tahun 
1985, dalam undang-undang ini diatur berbagai permasalahan tentang 
ketenagalistrikan,  antara lain : 
a. Pembagian wilayah usaha penyediaan tenaga listrik yang terintegrasi; 
b. Penerapan tarif regional yang berlaku terbatas untuk suatu wilayah usaha 
tertentu; 
c. Pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, 
multimedia, dan informatika; 
d. Serta pengaturan tentang jual beli tenaga listrik lintas negara yang tidak 
diatur dalam undang-undang sebelumnya. 
Pada tahun 2004, Mahkamah Konstitusi memberikan putusan Nomor 
001-021-022/PUU-I/2003 bahwa undang-undang No. 20 Tahun 2002 
bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak berlaku. Oleh 
karenanya sejak putusan MK tersebut UU No. 15 Tahun 1985 dinyatakan 
berlaku kembali sampai dengan disahkanya rancangan undang-undang 
ketenagalistrikan yang baru. Saat ini UU yang menaungi kegiatan 
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pengusahaan tenaga listrik di Indonesia berlaku UU No. 30 Tahun 2009 
tentang Ketenagalistrikan. Dengan melihat rangkain sejarah pengaturan 
tenaga listrik di Indonesia menunjukan bahwa untuk mencapai tujuan negara 
mealalui pemanfaatan energi membutuhkan keseriusan dan penyesuaian-
penyesuaian kembali kepada Konstitusi. 
Dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa 
“Cabang–cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat 
hidup orang banyak dikuasi oleh negara” selanjutnya “Bumi dan air serta 
kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan 
sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat” mengindikasi bahwa sumber 
energi startegis seperti halnya tenaga listrik harus dikuasi negara dan 
dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sehingga untuk 
memproteksi hal tersebut pemerintah melalui Undang-Undang 30 Tahun 
2009 tentang Ketenagalistrikan mengatur mengenai tujuan dan prinsip 
pengelolaan pengadaan tenaga listrik di Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada 
konsideran menimbang dari aturan ini yaitu: 
a. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat 
adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila 
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
b. bahwa tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis 
dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional maka usaha penyediaan 
tenaga listrik dikuasai oleh negara dan penyediaannya perlu terus 
ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan agar tersedia 
tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata, dan bermutu; 
c. bahwa penyediaan tenaga listrik bersifat padat modal dan teknologi dan 
sejalan dengan prinsip otonomi daerah dan demokratisasi dalam tatanan 
kehidupan bermasyarakat,berbangsa, dan bernegara maka peran 
pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyediaan tenaga listrik perlu 
ditingkatkan;  
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d. bahwa di samping bermanfaat, tenaga listrik juga dapat membahayakan 
sehingga penyediaan dan pemanfaatannya harus memperhatikan ketentuan 
keselamatan ketenagalistrikan; 
e. bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan 
tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan keadaan dan perubahan 
dalam kehidupan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-
undang yang baru; 
Konsediran menimbang a, b, dan c Undang-Undang Ketenagalistrikan 
tersebut meyatakan bahwa tenga listrik merupakan sumber daya energi 
strategis yang dikuasi negara karna menguasai hajat hidup orang banyak dan 
mempunyai peran yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan 
pembangunan nasional, maka pengelolahaanya harus dilakukan secara 
maksimal dan untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat 
Indonesia, landasan filosofis ini telah selaras dengan Pasal 33 UUD NRI 
Tahun 1945. 
Secara khusus kegiatan  pengusahaan  tenaga  listrik  diatur dalam Pasal 
4 UU Ketenagalistrikan, dengan bunyi sebagai berikut: 
(1)  Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh  Pemerintah dan 
pemerintah daerah dilakukan oleh badan usaha milik negara dan 
badan usaha milik daerah.  
(2)  Badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat 
berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik.  
(3)  Untuk penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 ayat (1), Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan 
dana untuk:  
a. kelompok masyarakat tidak mampu;  
b. pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang 
belum berkembang;  
c. pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan perbatasan; 
dan  
d. pembangunan listrik perdesaan. 
Sesuai dengan asas demokrasi dan otonomi daerah, Pasal 4 ini menjadi dasar 
berlangsungnya kegiatan pengusahaan ketenagalistrikan di Indonesia, yaitu 
pemerintah dan pemerintah daerah sebagai pelaksana dalam penyediaan 
tenaga listrik di Indonesia, selain itu Badan usaha swasta, koperasi, dan 
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swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga 
listrik.  
Pengaturan mengenai penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan 
umum di Indonesia secara khusus diatur dalam Pasal 11 UU 
Ketenagalistrikan, yaitu sebagai berikut: 
(1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh 
badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha 
swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang 
penyediaan tenaga listrik.  
(2)  Badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diberi prioritas pertama melakukan usaha penyediaan tenaga listrik 
untuk kepentingan umum.  
(3)  Untuk wilayah yang belum mendapatkan pelayanan  tenaga listrik, 
Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya 
memberi kesempatan kepada badan usaha milik daerah, badan 
usaha swasta, atau koperasi sebagai penyelenggara usaha 
penyediaan tenaga listrik terintegrasi.  
(4)  Dalam hal tidak ada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, 
atau koperasi yang dapat menyediakan tenaga listrik di wilayah 
tersebut, Pemerintah wajib menugasi badan usaha milik negara 
untuk menyediakan tenaga listrik. 
Pasal diatas pada dasarnya mengatur tentang penyediaan tenaga listrik yang 
penyelenggaraanya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.  
Penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik oleh pemerintah dan pemerintah 
daerah dilakukan melalui kewenanganya dalam menetapkan kebijakan, 
pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik.  
Bentuk pelaksanaan penyediaan tenaga listrik oleh pemerintah dan 
pemerintah daerah dilakukan melalui badan usaha milik negara (BUMN) dan 
badan usaha milik daerah (BUMD). Pada ayat (2) Pasal 11 diatas disebutkan 
bahwa BUMN dan/atau BUMD mendapat prioritas pertama dalam melakukan 
usaha penyediaan tenaga listrik, hal tersebut dapat disebut sebagai wujud 
penguasaan Negara dalam pelaksanaan penyediaan tenaga listrik (Penjelasan 
Pasal 11 ayat (2) UU Ketenagalistrikan). Untuk lebih meningkatkan 
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kemampuan negara dalam penyediaan tenaga listrik, melalui Undang-Undang 
Ketenagalistrikan terssebut negara memberikan kesempatan kepada badan 
usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat untuk berpartisipasi dalam 
usaha penyediaan tenaga listrik. Posisi badan usaha swasta, koperasi, dan 
swadaya masyarakat ditegaskan kembali pada peraturan turunanya yaitu 
kesempatan melakukan penyedian tenga listrik terjadi apabila BUMN tidak 
dapat memenuhi prioritas yang diberikan (Pasal 9 ayat (3) Peraturan 
Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012)  
Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dijelaskan 
dalam Pasal 10 ayat (2) UU Ketenagalistrikan, yaitu jenis usaha penyediaan 
tenaga listrik tersebut meliputi empat jenis usaha, yaitu : 
a.  jenis usaha pembangkitan tenaga listrik; 
b. transmisi tenaga listrik; 
c. distribusi tenaga listrik, dan atau ; 
d. penjualan tenaga listrik.  
Pada jenis usaha transmisi dan distribusi tenaga listrik terdapat kegiatan 
power wheeling. Power Wheeling merupakan suatu bentuk open access 
jaringan listrik yaitu jaringan transmisi dan/atau distribusi yang bertujuan 
agar aset jaringan transmisi atau distribusi sebagai salah satu aset milik 
bangsa dapat dimanfaatkan secara optimal oleh semua pelaku ekonomi dan 
sekaligus untuk peningkatan utilisasi jaringan transmisi atau distribusi 
sebagai salah satu bentuk efisiensi pada lingkup nasional. (Dirjen 
Ketenagalistrikan, 2012).  
Prosedur khusus mengenai sewa jaringan transmisi diatur dalam 
Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kerja Sama 
Penyediaan Tenaga Listrik dan Pemanfaatan Bersama Jaringan Tenaga 
Listrik. adapun poin-poin penting yang dapat penulis ambil dari peraturan 
tersebut dalam kaitanya dengan sewa jaringan transmisi adalah sebagai 
berikut: 
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a. Pemanfaatan bersama jaringan transmisi tenaga listrik tidak memerlukan 
Izin usaha penyediaan tenaga listrik baru (Pasal 5 ayat (7) Permen ESDM 
Nomor 1 Tahun 2015). 
b. Usaha transmisi tidak dibatasi wilayah usaha (Pasal 4 ayat (2) Permen 
ESDM Nomor 1 Tahun 2015). 
c. Dalam hal suatu wilayah belum mempunyai aturan jaringan transmisi 
tenaga listrik, pemanfaatan bersama mengacu pada aturan jaringan 
transmisi tenaga listrik yang disepakati bersama (Pasal 5 ayat (3) Permen 
ESDM Nomor 1 Tahun 2015). 
d. Harga sewa atas jaringan transmisi tenaga listrik mengikuti harga sewa 
pemberi sewa jaringan transmisi tenaga listrik yang telah mendapat 
persetujuan pemerintah (Pasal 5 ayat (6) Permen ESDM Nomor 1 Tahun 
2015). Namun negosiasi mengenai harga sewa antara badan usaha 
transmisi dengan calon pemanfaat jaringan transmisi masih tetap dapat 
dilakukan (Pasal 6 ayat (6) Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2015), 
setelah negosiasi dilakukan, pemilik/badan usaha jaringan transmisi  
menyampaikan hasilnya ke pada pemerinah untuk mendapatkan 
persetujuan (Pasal 6 ayat (9) Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2015). 
Selain dalam jenis usaha transmisi, pemanfaatan bersama juga dapat 
dilakukan dalam jenis usaha distribusi. Pemanfaatan bersama pada jenis 
usaha distribusi tenaga listrik diataur dalam Pasal 5 PP Nomor 14 Tahun 2012 
tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, yaitu sebagai berikut: 
(1)  Usaha distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
3 ayat (1) huruf c dapat membuka kesempatan pemanfaatan 
bersama jaringan distribusi. 
(2) Kesempatan pemanfaatan bersama jaringan distribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sewa jaringan antara 
pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang melakukan 
usaha distribusi dengan pihak yang akan memanfaatkan jaringan 
distribusi. 
(3) Pemanfaatan bersama jaringan distribusi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan kapasitas 
jaringan distribusi. 
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(4)  Harga atas sewa jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan persetujuan Menteri, 
gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. 
Pasal 5 peraturan pemerintah ini menjelaskan tentang pelaksanaan 
kegiatan penyediaan tenaga listrik pada jenis usaha distribusi, yaitu dapat 
membuka jaringan distribusi tenaga listrik untuk kepentingan umum. Pada 
jenis usaha distribusi tidak ada kewajiban untuk dilakukanya pemanfaatan 
bersama namun pemanfaatan bersama masih dapat dilakukan, menurut 
peraturan diatas pemanfaatan bersama dapat dilakukan melalui sewa jaringan 
antara pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang melakukan usaha 
distribusi dengan pihak yang akan memanfaatkan jaringan distribusi. 
Prosedur khusus mengenai sewa jaringan distribusi diatur dalam 
Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kerja Sama 
Penyediaan Tenaga Listrik dan Pemanfaatan Bersama Jaringan Tenaga 
Listrik. adapun poin-poin penting yang dapat penulis ambil dari peraturan 
tersebut dalam kaitanya dengan sewa jaringan distribusi adalah sebagai 
berikut: 
a. Pemanfaatan bersama jaringan distribusi tenaga listrik tidak memerlukan 
Izin usaha penyediaan tenaga listrik baru (Pasal 9 ayat (7) Permen ESDM 
Nomor 1 Tahun 2015). 
b. Usaha distribusi dibatasi oleh wilayah usaha (Pasal 8 ayat (2) Permen 
ESDM Nomor 1 Tahun 2015). 
c. Dalam hal suatu wilayah belum mempunyai aturan jaringan distribusi 
tenaga listrik, pemanfaatan bersama mengacu pada aturan jaringan 
distribusi tenaga listrik yang disepakati bersama (Pasal 9 ayat (3) Permen 
ESDM Nomor 1 Tahun 2015). 
d. Harga sewa atas jaringan distribusi tenaga listrik mengikuti harga sewa 
pemberi sewa jaringan distribusi tenaga listrik yang telah mendapat 
persetujuan pemerintah (Pasal 9 ayat (6) Permen ESDM Nomor 1 Tahun 
2015). Namun negosiasi mengenai harga sewa antara badan usaha 
transmisi dengan calon pemanfaat jaringan distribusi masih tetap dapat 
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dilakukan (Pasal 10 ayat (6) Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2015), 
setelah negosiasi dilakukan, pemilik/badan usaha jaringan 
menyampaikan hasilnya ke pada pemerinah untuk mendapatkan 
persetujuan (Pasal 10 ayat (9) Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2015). 
Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2015 diatas, 
berimplikasi pada tidak adanya patokan/standar yang jelas mengenai prosedur 
dan harga sewa jaringan tenaga listrik ditiap-tiap wilayah usaha,  penentuan 
harga sewa jaringan tenaga listrik di tiap-tiap wiayah usaha akan dominan 
ditetapkan berdasarkan negosiasi.  Hal tersebut menyebabkan terjadinya 
hambatan tersendiri untuk pemilik Jaringan tenaga listrik untuk menentukan 
harga sewa. 
Power wheeling wajib dilakukan oleh badan usaha transmisi tenaga 
listrik dan dapat dilakukan oleh badan usaha distribusi tenaga listrik, yang 
termasuk dalam badan usaha transmisi dalam Pasal 4 (empat) ayat (1) 
Peraturan Menteri ESDM Nomor 01 Tahun 2015 adalah pemegang izin usaha 
penyediaan tenaga listrik di bidang transmisi tenaga listrik dan juga 
pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi yang memiliki 
tenaga listrik. Sedangkan dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM 
Nomor 01 Tahun 2015 yang dimaksud dengan badan usaha distribusi tenaga 
listrik adalah pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik di bidang 
transmisi tenaga listrik dan juga pemegang izin usaha penyediaan tenaga 
listrik terintegrasi yang memiliki tenaga listrik. Dalam penjelasan peraturan 
tersebut yang  dimaksud  dengan  “pemegang izin usaha penyediaan tenaga 
listrik terintegrasi yang memiliki tenaga listrik”  adalah  pemegang izin usaha 
yang menjalankan jenis usaha ; 
a. pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi  tenaga  
listrik,  dan  penjualan  tenaga  listrik dilakukan dalam satu kesatuan 
usaha; 
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b. pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan penjualan 
tenaga listrik dilakukan dalam satu kesatuan usaha; atau   
c. usaha pembangkitan tenaga listrik,  distribusi tenaga listrik, dan 
penjualan tenaga listrik dilakukan dalam satu kesatuan usaha. 
Pemanfaatan bersama jaringan listrik dilakukan melalui sewa jaringan 
antara pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang melakukan usaha 
transmisi atau distribusi tenaga listrik dengan pihak yang memanfaatkan 
jaringan transmisi atau distribusi tenaga listrik tersebut. Adapun pihak yang 
dapat menggunakan jaringan transmisi dan/atau distribusi melalui 
pemanfaatan bersama adalah pemegang  izin  usaha  penyediaan  tenaga  
listrik  di  bidang pembangkitan  tenaga  listrik, adalah  pemegang  izin  usaha  
penyediaan  tenaga  listrik  yang memiliki  wilayah  usaha  dan  pemegang  
izin  operasi (Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional 2015-2035 : 23).  
Pada dasarnya segala kegiatan pembangunan ketenagalistrikan 
Didalam Pasal 2 ayat (1) UU Ketenagalistrikan menganut asas:  
a. manfaat;  
b. efisiensi berkeadilan; 
c. berkelanjutan;  
d. optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi; 
e. mengandalkan pada kemampuan sendiri; 
f. kaidah usaha yang sehat; 
g. keamanan dan keselamatan; 
h. kelestarian fungsi lingkungan; dan 
i. otonomi daerah. 
Disampaikan pada Workshop  “Electric Power Wheeling” Kementrian ESDM 
di Batam, 23 November 2012, dalam kegiatan pemanfaatan bersama jaringan 
transmisi tenaga listrik, selain berlandaskan pada asas pembangunan 
ketenagalistrikan, konsep pengatura “power wheeling” diselenggarakan 
secara terbuka, tidak diskriminatif, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan 
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ketentuan peraturan perundang-undangan (Presentasi Workshop Electric 
Power Wheeling 2012 : 10). 
Pemanfaatan bersama jaringan tenaga listrik didasarkan atas kebutuhan 
sistem tenaga listrik dengan persyaratan teknis yang ditetapkan dalam aturan 
jaringan (grid code) dan aturan jaringan distribusi (distribution code) dan 
sesuai dengan kemampuan kapasitas jaringan tenaga listrik serta tidak 
menyebabkan terganggunya penyaluran tenaga listrik. Sistem Operator 
berada di Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang memiliki 
jaringan. Pemegang izin usaha  transmisi  dan/atau  usaha  distribusi   wajib 
memberikan informasi kondisi dan kemampuan teknis jaringan tenaga listrik 
dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik  (RUPTL).  
Dalam  pemanfaatan  bersama  jaringan   tenaga   listrik  Pemegang Izin 
usaha  transmisi  dan/atau  usaha  distribusi, melaksanakan pemanfaatan 
bersama bersama pemegang izin usaha penyediaan listrik (PIUPL) lain, 
pemegang izin operasi, koperasi atau badan usaha lain. Dalam Pasal 6 ayat 
(1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 01 Tahun 2015 pemegang izin usaha 
penyediaan tenaga listrik di bidang pembangkitan tenaga listrik, pemegang 
izin usaha penyediaan tenaga listrik yang memiliki wilayah usaha dan 
pemegang izin operasi dapat memanfaatkan jaringan transmisi dan/atau 
tenaga listrik milik badan usaha transmisi.  
Untuk dapat memanfaatkan jaringan transmisi tenaga listrik, pemegang 
izin sebagaimana dimaksud pada 6 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 
01 Tahun 2015 mengajukan usulan kepada Badan Usaha Transmisi. Usulan 
untuk menggunakan jaringan tenaga listrik seperti dijelaskan diatas 
dilengkapi dengan: 
a. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau Izin Operasi 
b. Rencana pemanfaatan jaringa transmisi tenaga listrik yang meliputi: 
1. Lokasi dan panjang jaringan; 
2. Jenis dan kapasitas pembangkit tenaga listrik; 
3. Jangka waktu; 
4. Karakteristik konsumen; dan 
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5. Mutu tenaga listrik. 
Proses pemanfaatan bersama secara khusus diatur dalam Pasal 4 (empat) 
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha 
Penyediaan Tenaga Listrik, yaitu sebagai berikut: 
(1)  Usaha transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
3 ayat (1) huruf b wajib membuka kesempatan pemanfaatan 
bersama jaringan transmisi untuk kepentingan umum. 
(2) Kewajiban membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan 
transmisi dilakukan melalui sewa jaringan antara pemegang izin 
usaha penyediaan tenaga listrik yang melakukan usaha transmisi 
dengan pihak yang akan memanfaatkan jaringan transmisi. 
(3)  Pemanfaatan bersama jaringan transmisi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan kapasitas 
jaringan transmisi. 
(4) Harga atas sewa jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan persetujuan Menteri, 
gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. 
Usaha transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
ayat (1) huruf b sama dengan penjabaran Pasal 10 ayat (2) UU 
Ketenagalistrikan. Dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 
2012 menjelaskan bahwa, pada kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik 
untuk jenis usaha transmisi, terdapat kewajiban untuk membuka kesempatan 
pemanfaatan bersama. Adapun wujud dari kewajiban membuka kesempatan 
pemanfaatan bersama jaringan transmisi tenaga listik dilakukan melalui sewa 
jaringan antara pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang 
melakukan usaha transmisi dengan pihak yang akan memanfaatkan jaringan 
transmisi. 
2. Praktik Penerapan Pemanfaatan Bersama Jaringan Transmisi dan Distribusi 
Tenaga Listrik di Indonesia 
Pada prinsipnya Power Wheeling merupakan pemanfaatan bersama 
jaringan transmisi oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik lainnya 
untuk menyalurkan daya dari pembangkit milik pihak tersebut di suatu tempat 
ke beban khusus pihak tersebut di tempat lain, dengan membayar sewa/biaya 
transmisi termasuk biaya keandalan (RUPTL PLN 2016-2025:41). Tujuanya 
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adalah agar aset jaringan transmisi atau distribusi sebagai salah satu aset 
milik bangsa dapat dimanfaatkan secara optimal oleh semua pelaku ekonomi 
dan sekaligus untuk peningkatan penggunaan jaringan transmisi atau 
distribusi sebagai salah satu bentuk efisiensi pada lingkup nasional. (Dirjen 
Ketenagalistrikan 2012).  
Power Wheeling erat kaitanya dengan rangkaian penyediaan tenaga 
listrik dari mulai pengadaan tenaga listrik melalui pembangkit, hingga 
penjualan listrik kepada konsumen/pelanggan. Rangkaian tersebut didukung 
kuat oleh keberadaan infrastruktur nya, oleh karena itu untuk mengetahui 
kondisi pemanfaatan bersama PBJT di Indonesia, perlu diketahui sebelumnya 
kondisi Infrastruktur penyediaan Tenega Listrik Nasional secara menyeluruh. 
Kondisi tersebut yaitu meliputi: 
a. jumlah dan kapasitas terpasang pembangkit nasional;  
b. panjang jaringan transmisi; 
c. panjang jaringan distribusi; 
d. serta jumlah konsumsi tenaga listrik. 
Pada akhir Desember 2015, total kapasitas terpasang dan jumlah unit 
pembangkit PLN (Holding dan Anak Perusahaan) mencapai 55.528,10 MW 
dan 5.218 unit.  Adapun total kapasitas terpasang nasional termasuk sewa dan 
IPP adalah 52.859,29 MW.(Statistik Ketenagalistrikan PLN 2016: V) Dengan 
memperhitungkan proyeksi pertumbuhan ekonomi 6 sampai dengan 7% per-
tahun, dalam lima tahun kedepan dibutuhkan tambahan kapasitas listrik 
sebesar 35.000 MW atau 7.000 MW pertahun (Rencana umum  penyediaan 
tenaga listrik 2017-2026 : 135).  
Jumlah penyediaan tenaga listrik akhir tahun 2015 sebesar 233.981,98 
GWh yang terdiri atas produksi tenaga listrik PLN sebesar 176.472,21 GWh 
(75,42%) dan pembelian sebesar 57.509,77 GWh (24,58%).  
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Gambar 2 Total Energi Listrik yang Diproduksi Tahun 2015 (Sumber : 
Direktorat Jendral Ketenagalistrikan) 
Dibandingkan dengan tahun 2014, yaitu produksi tenaga listrik PLN sebesar 
175.269,97 GWh, tahun 2015 produksi listrik PLN naik sebesar 1.175,24 
GWh atau 0,67%. Sedangkan pembelian tahun 2015 adalah sebesar 57.509,77 
GWh, naik sebesar 4.251,84 GWh atau sebesar 7,98% (Statistik 
ketenagalistrikan dirjen ESDM 2016: 15). 
Kondisi suatu negara dalam menyediakan tenaga listrik dapat 
ditunjukan melalui rasio elektrifikasi, rasio elektrifikasi adalah perbandingan 
rumah tangga yang telah memanfaatkan tenaga listrik dengan jumlah total 
seluruh rumah tangga. Secara keseluruhan rasio elektrifikasi sampai dengan 
akhir tahun 2015 mencapai 88,30%. dibandingkan dengan tahun 2014 rasio 
elektrifikasi mencapai 84,35% begitupun dengan tahun-tahun sebelumnya 
rasio elektrifikasi Indonesia terus meningkat, (Presentasi direktorat jendral 
ketenagalistrikan, 2016: 11). Mendatang  target  peningkatan  rasio  
elektrifikasi Indonesia yaitu peningkatan rasio elektrifikasi menjadi sekitar 
97,35% pada tahun 2019, serta mencapai rasio elektrifikasi mendekati 100% 
pada tahun 2020 (Rencana umum  penyediaan tenaga listrik 2017-2026: ). 
Target rasio elektrifikasi tersebut dapat tercapai dengan syarat tercukupinya  
pendanaan  pembangunan  infrastruktur  penyediaan  tenaga  listrik  dan 
kendala-kendala  lain  dalam  pembangunan  infrastruktur  penyediaan  tenaga  
listrik dapat diatasi. 
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Jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik di Indonesia, dalam 
penyaluran tenaga listrik dari pembangkit menuju konsumen, dilakukan 
melalui jaringan tegangan  tinggi/ekstra tinggi terlebih dahulu, kemudian 
dilakukan penurunan tegangan sebanyak dua kali. Pertama dilakukan pada 
gardu induk (GI) transmisi, yaitu menurunkan tegangan dari 500 kV ke 150 
kV atau dari 150 kV ke 70 kV, berikutnya dilakukan pada gardu   induk  
distribusi dari 150 kV ke 20 kV atau dari 70  kV ke 20kV. Saluran listrik dari 
sumber pembangkit tenaga listrik sampai transformator terakhir, sering 
disebut juga sebagai saluran transmisi, sedangkan dari transformator terakhir, 
sampai konsumen terakhir disebut saluran distribusi atau saluran primer 
(Didik Aribowo 2016:31).  
Berdasarkan data statistik PLN terbaru, pada tahun 2015 di  Indonesia 
jaringan transmisi dengan tegangan 25 sampai 30 kilo volt (kV)  telah 
terpasang sepanjang 4,16 kilometer sirkuit (kms), tegangan 70 kV telah 
terpasang sepanjang 4.279,05 kms, tegangan  150 kV telah terpasang 
sepanjang 30.833,64 kms, tegangan  275 kV telah terpasang sepanjang  
1.512,71 kms, sedangkan tegangan 500 kV telah terpasang sepanjang 
5.053,00 kms. Jumlah dari keseluruhan jaringan transmisi tenaga listrik di 
indonesia saat ini kurang lebih  41.682,56  kms (Statistik PLN 2016). lebih 
lanjut pertumbuhan jumlah transmisi dari tahun ketahun dapat dilihat dari 
tabel berikut: 
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Tabel  2.1.  Panjang jaringan transmisi (kms) 2007-2015 (Sumber : 
Statistik PLN 2016) 
Pada periode tahun 2016-2025 pengembangan sistem penyaluran 
berupa pengembangan sistem transmisi dengan tegangan 500 kV dan 150 kV 
di sistem Jawa-Bali serta tegangan 500 kV, 275 kV, 150 kV dan 70 kV di 
sistem Indonesia Timur dan Sumatera. Pembangunan sistem transmisi secara 
umum diarahkan kepada tercapainya kesesuaian antara kapasitas 
pembangkitan di sisi hulu dan permintaan daya di sisi hilir secara efisien. 
Disamping itu juga sebagai usaha untuk perbaikan tegangan pelayanan serta 
mengatasi bottleneck, yaitu kondisi ketika kecepatan penambahan kapasitas 
jaringan transmisi tidak  sejalan dengan pertumbuhan  maupun penambahan  
kapasitas  pembangkit. telah  ada saat  ini  tidak  diatasi,  maka  akan  
memperbesar peluang terjadinya bottleneck yang lebih besar. (Laeila 
Mardhatillah 2012 : 322) 
Rencana pengembangan sistem penyaluran di Indonesia hingga tahun 
2025 diproyeksikan sebesar 172.136 MVA untuk pengembangan gardu induk 
serta 67.901  kms pengembangan jaringan transmisi dengan perincian pada 
Tabel 2 sebagai berikut : 
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Tabel  2.2 Kebutuhan Fasilitas Transmisi Indonesia (kms) (Sumber : RUPTL PLN 
2016-2025) 
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa ada penambahan fasilitas yang 
sangat besar pada tahun 2016 sampai dengan 2019, hal tersebut terjadi karena 
adanya keterlambatan penyelesaian proyek yang seharusnya beroperasi 
sebelum tahun 2016. Untuk waktu yang akan , diharapkan  permasalahan  
pembangunan  fasilitas  tersebut  dapat diatasi dengan pemberlakuan UU No. 
2 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2016 tentang secara 
menyeluruh. 
Menurut data statistik PLN panjang jaringan distribusi di Indonesia 
pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:  
a. Tegangan menengah dibagi menjadi tiga jenis tegangan yaitu tegangan 6 
- 7 kV sepanjang 5,36 kms,  tegangan 10 - 12 kV sepanjang 3,12 kms. 
Sedangkan tegangan 15-20 kV: 346.970,50 kms, jumlah keseluruhan 
adalah 346.978,98 kms. 
b. Tegangan rendah, yaitu tegangan lebih rendah dari tegangan menengah 
sepanjang 543.120,66 kms 
lebih lanjut pertumbuhan jumlah transmisi dari tahun ketahun dapat dilihat 
dari tabel berikut: 
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Tabel  2.3  Panjang jaringan distribusi (kms) 2007-2015 (Sumber : Statistik PLN 
2016)  
 
Kebutuhan fisik sistem distribusi Indonesia hingga tahun 2025 adalah 
sebesar 159 ribu kms jaringan tegangan menengah,  133 ribu kms jaringan 
tegangan rendah, 44 ribu MVA tambahan kebutuhan trafo distribusi. 
Kebutuhan fisik tersebut diperlukan untuk menampung tambahan sekitar 21,6 
juta konsumen dan untuk mempertahankan keandalan. Untuk rencana 
pengembangan sistem distribusi di Indonesia dari tahun 2016-2025 dapat 
dilihat pada Tabel 4 sebagai berikut: 
 
Tabel 2.4. Kebutuhan Fasilitas Distribusi Indonesia (Sumber : RUPTL PLN 2016-
2025) 
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Dari data RUPTL PLN, proyeksi penjualan tenaga listrik pada tahun 
2025 diperkirakan akan mencapai 457 TWh,  Beban puncak  pada tahun 2025 
diproyeksikan akan mencapai 80 ribu  MW. Untuk  memenuhi kebutuhan 
tenaga listrik tersebut, diperlukan program pembangunan pembangkit listrik 
baru untuk periode tahun 2016-2025 sebesar 80,5 GW. Sejalan dengan 
pengembangan pembangkit tersebut, diperlukan pengembangan transmisi 
sepanjang 68 ribu kms dan penambahan trafo sebesar 172 ribu MVA. Untuk 
mengantisipasi pertumbuhan penjualan energi listrik untuk periode tahun 
2016-2025 diperlukan tambahan jaringan tegangan menengah 159 ribu kms, 
tegangan rendah 133 ribu kms dan kapasitas trafo distribusi 44 ribu MVA. 
(RUPTL PLN 2016-2025 : 214) Pengembangan jaringan distribusi 
dimaksudkan  untuk  menjaga keandalan sistem dan mengakomodasi 
penambahan konsumen baru. 
Berdasarkan data statistik ketenagaklistrikan PLN yang dikeluarkan 
pada tahun 2016,  dari jumlah penduduk Indonesia yaitu sejumlah 
255.461.700 orang,  jumlah total energi listrik terjual pada tahun 2015 yaitu 
sebesar 202.845,82 GWh meningkat 2,14% dibandingkan tahun sebelumnya. 
Kelompok pelanggan Industri mengkonsumsi 64.079,39 GWh (31,59%),  
Rumah Tangga 88.682,13 GWh (43,72%), Bisnis 36.978,05 GWh (18,23%), 
dan Lainnya (sosial, gedung pemerintah dan penerangan jalan umum) 
13.106,25 GWh (6,46%). 
Dari  realisasi  penjualan  tenaga  listrik  PLN  dalam  lima  tahun  
terakhir  dan mempertimbangkan  kecenderungan  pertumbuhan  ekonomi  
regional, pertambahan penduduk dan peningkatan rasio elektrifikasi di masa 
datang, Jumlah pelanggan pada akhir tahun 2015 diproyeksikan sebesar 60,9 
juta dan akan bertambah menjadi 82,57 juta pada tahun 2025 atau bertambah 
rata-rata sebanyak  2,2  juta  pelanggan  per  tahun.  Proyeksi  jumlah  
penduduk  dan pertumbuhan pelanggan pada  tahun 2016-2025 diperlihatkan 
pada Tabel 5 dibawah ini: 
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Tabel  2.5  Proyeksi  jumlah  penduduk  dan pertumbuhan pelanggan pada  
tahun 2016-2025  (Sumber : RUPTL PLN 2016-2025) 
Berdasarkan seluruh penjabaran di atas dengan adanya keberadaan 
infrastruktur jaringan transmisi dan distribusi yang ada saat ini dan keseriusan 
pemerintah dalam pembangunan jaringan tersebut untuk masa yang akan 
datang, serta proyeksi market pasar tenaga listrik yang terus meningkat tiap 
tahunya, menjadi alasan kuat bahwa pelaksanan power wheeling di Indonesia 
sangat siap untuk dilakukan, namun melihat keadaan yuridis saatini yaitu 
seperti yang dijelaskan pada sub bab sebelumnya, yaitu pada Peraturan 
Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2015. Pada peraturan tersebut prosedur dan 
harga sewa dilakukan berbeda-beda di tiap wilayah usaha, tidak adanya 
patokan/standar yang jelas mengenai prosedur dan harga sewa jaringan tenaga 
listrik, menjadi salah satu faktor penyebab terhambatnya proses pelaksanaan 
power wheeling di Indonesia. 
Sejak tahun 2015 hingga saat ini pemerintah masih mengadakan kajian 
terhadap prosedur dan skema penghitungan tarif 
(https://djk.esdm.go.id/index.php/detail-berita?ide=4143 diakses pada tanggal 
10 februari 2017) salah satunya yaitu pada tahun 2016 pemerintah bersama  
JICA Japan dan TEPCO  bersama mengadakan studi dengan output skema 
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perhitungan tarif power wheeling, konsep provisi penerapan power wheeling, 
usulan Standard Operating Procedure, draft roadmap penerapan, dan bentuk 
kerjasama yang dibutuhkan dalam rangka penerapan power wheeling di 
Indonesia. (https://djk.esdm.go.id/index.php/detail-berita?ide=4143 diakses 
pada tanggal 10 februari 2017) hasil studi tersebut yaitu Ada tiga hal yang 
perlu diperhatikan Indonesia dalam menerapkan power wheeling di masa 
yang akan datang, yaitu: 
a. PLN sebagai pemilik transmisi, memiliki kewajiban untuk menjaga 
kerahasiaan data peserta power wheeling, non diskriminatif layanan 
kepada peserta power wheeling,  
b. pemisahan akuntansi keuangan sisi transmisi dalam rangka perhitungan 
tariff power wheeling secara transparan.  
c. Diperlukan juga pembentukan organisasi independen, Network Service 
Center (NSC), di PLN, NSC inilah yang bertugas melakukan kajian 
dampak masuknya pembangkit power wheeling terhadap jaringan 
transmisi PLN, mengurusi kontrak power wheeling dengan pihak yang 
ingin menjadi peserta power wheeling.  
 
B. Keselarasan Konsep Pemanfaatan Bersama Jaringan Tenaga Listrik 
(Power Wheeling) dengan Hak Menguasai Negara Pada Pasal 33 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
Konsepsi power wheeling di Indonesia dapat dilihat dalam Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan beserta peraturan turunanya 
yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan 
Tenaga Listrik, serta peraturan teknisnya pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 
Tahun 2015 tentang Kerja Sama Penyediaan Tenaga Listrik dan Pemanfaatan 
Bersama Jaringan Tenaga Listrik. Tidak berbeda dengan peraturan lain di 
Indonesia peraturan tersebut terikat pada asas lex superiori derogate lex inferiori 
yang memiliki artian suatu peraturan tidak boleh bertentangan dengan peraturan 
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yang diatasnya sesuai dengan hierarki peraturan berlaku. Secara hierarki, 
peraturan yang berada di atas undang-undang adalah Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan pasal yang memiliki kaitan dengan 
power wheeling dalam pengusahaan tenaga listrik adalah Pasal 33 yang mengatur 
mengenai ekonomi dan kekayaan sumber daya alam. 
Pasal 33 UUD NRI 1945 yang disebut sebagai ideologi ekonomi dan politik 
ekonomi Indonesia, didasarkan oleh dimuatnya ketentuan penguasaan (Kukuh  
Fadli  Prasetyo 2012: 495) negara atas bidang-bidang tertentu. Ketentuan tersebut 
tercermin pada ayat (2), (3) dan (4) UUD NRI 1945 berbunyi:  
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai 
hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 
(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai 
oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 
(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi 
ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, 
berkelanjuta, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan 
menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 
Berdasarkan ketiga ayat tersebut, kata “dikuasai oleh negara” dan “sebesar-besar 
kemakmuran rakyat” menjadi kunci penguasaan negara atas sumber energi di 
Indonesia. Kemudian dalam ayat 4 diatas adanya istilah baru yaitu demokrasi 
ekonomi. Demokrasi ekonomi memiliki sejumlah kaidah dasar, salah satunya 
adalah efisiensi berkeadilan. Efisiensi merupakan hasil dari suatu kompetisi, 
namun dapat berdampak dari adanya ketidaan kadilan, maka perkataan “efisiensi 
berkeadilan” dijadikan satu napas dalam rumusan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. 
Dalam kaitannya dengan Pasal 33 ayat (1), maka “efisiensi berkeadilan” dalam 
pasal ini dapat dikatakan melengkapi, sehingga menyempurnakan prinsip 
kerjasama dengan kompetisi atau persaingan terbuka. 
Untuk menjaga penguasaan energi dalam Undang-Undang Mahkamah 
konstitusi sesuai dengan fungsinya sebagai Guardian of Constitution (Mahkamah 
Konstitusi 2010: 112). Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Nomor 001-
021-022/PUU-I/2003 tentang pengujian Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 
tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 
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Indonesia Tahun 1945 memberikan penafsiran keterkaitan antara “dikuasai 
negara” dengan “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” akan mewujudkan 
kewajiban negara sebagai berikut: 
a. Segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang didapat (kekayaan 
alam), harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan 
masyarakat. 
b. Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam atau 
di atas bumi, air dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan 
secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat. 
c. Mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan 
rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam 
menikmati kekayaan alam (J. Ronald Mawuntu, 2012:17). 
Bila dipahami maka rumusan pengertian hak penguasaan negara ialah 
negara melalui pemerintah memiliki kewenangan untuk menentukan penggunaan, 
pemanfaatan dan hak atas sumber daya alam dalam lingkup mengatur, mengurus, 
mengelola, dan mengawasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Oleh 
karena itu terhadap sumber daya alam yang penting bagi negara dan menguasai 
hajat orang banyak, karena berkaitan dengan kemaslahtan umum (public utilities) 
dan pelayanan umum (public services),harus dikuasai negara dan dijalankan oleh 
pemerintah (J. Ronald Mawuntu, 2012:181). Tujuannya adalh sesuai dengan tujan 
negara yaitu agar dapat dinikmati/dijangkau oleh rakyat secara berkeadilan dan 
untuk merwujudkan kemakmuran dan kesejahteraan umum yang adil dan merata.  
Sejalan dengan pernyataan tersebut, perlu diketahui juga penafsiran 
mengenai apa saja yang perlu dikuasai oleh negara dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 
NRI 1945. Mengkutip Putusan MK Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tentang 
pengujian Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan 
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 
telah memuat penafsiran tersebut dalam pertimbangan hukum sebagai berikut : 
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Menimbang bahwa dalam kerangka pengertian yang demikian itu, 
penguasaan dalam arti kepemilikan perdata (privat) yang bersumber dari 
konsepsi kepemilikan publik berkenaan dengan cabang-cabang produksi 
yang penting bagi negara dan/atau yang menguasai hajat hidup orang 
banyak yang menurut ketentuan Pasal 33 ayat (2) dikuasai oleh negara, 
tergantung pada dinamika perkembangan kondisi masing-masing cabang 
produksi. Yang harus dikuasai oleh negara adalah cabang-cabang produksi 
yang dinilai penting bagi negara dan/atau yang menguasai hajat hidup orang 
banyak,yaitu: (i) cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai 
hajat hidup orang banyak, (ii) penting bagi negara tetapi tidak menguasai 
hajat hidup orang banyak, atau (iii) tidak penting bagi negara tetapi 
menguasai hajat hidup orang banyak. Ketiganya harus dikuasai oleh negara 
dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun, 
terpulang kepada Pemerintah bersama lembaga perwakilan rakyat untuk 
menilainya apa dan kapan suatu cabang produksi itu dinilai penting bagi 
negara dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak. Cabang 
produksi yang pada suatu waktu penting bagi negara dan menguasai hajat 
hidup orang banyak, pada waktu yang lain dapat berubah menjadi tidak 
penting lagi bagi negara dan tidak lagi menguasai hajat hidup orang banyak. 
Akan tetapi Mahkamah berwenang pula untuk melakukan penilaian dengan 
mengujinya terhadap UUD 1945 jika ternyata terdapat pihak yang merasa 
dirugikan hak konstitusionalnya karena penilaian pembuat undang-undang 
tersebut. 
Menurut pertimbangan hakim dalam Putusan MK Nomor 001-021-
022/PUU-I/2003 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 
tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 ada 3 (tiga) cabang-cabang produksi yang dinilai penting 
bagi negara dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak yang harus 
dikuasai negara, yaitu cabang produksi : 
a. penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak,  
b. penting bagi negara tetapi tidak menguasai hajat hidup orang banyak, atau   
c. tidak penting bagi negara tetapi menguasai hajat hidup orang banyak. 
Ciri yang utama dalam  penafsiran cabang produksi ini yakni bahwa 
keseluruhan sumber daya ekonomi yang terdapat di dalam Pasal 33 UUD 1945 
merupakan barang publik, sesuai dengan karakteritik barang publik yang 
dibangun dalam persepektif ekonomi, maka barang publik memiliki sifat non-
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excludable (tidak  dapat  disimpangi) dan keterjaminan akses terhadap barang 
publik tersebut harus dijamin oleh negara, hal ini kemudian membawa 
konsekuensi pada timbulnya hak penguasaan negara sebagai karena negara 
merupakan representasi kolektivitas masyarakat Indonesia (Kuntana Magnar, 
2010: 161).   
Salah satu sumber energi yang penting bagi negara dan sekaligus menguasai 
hajat hidup orang banyak yaitu tenaga listrik Oleh sebab itu, sesuai dengan 
amanat Pasal 33 ayat (2) UUD 1945, listrik harus dikuasai oleh negara. Perihal 
pengertian “dikuasai oleh negara”, telah ditegaskan kembali oleh Mahkamah 
Konstitusi sebagaimana dapat dibaca kembali dalam pertimbangan hukum 
Putusan Nomor 001-021 -022/PUU-I/2003; 
“….. perkataan “dikuasai oleh negara” haruslah diartikan mencakup makna 
penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari 
konsepsi kedaulatan rakyat atas segala sumber kekayaan “bumi dan air dan 
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula di dalamnya 
pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber 
kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 
1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan 
(beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan 
(regelendaad), pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan (toezic 
hthoudensdaad) untuk tujuan sebesar -besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi 
pengurusan (bestuursdaad) oleh negara dilakukan oleh pemerintah dengan 
kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan 
(vergunning), lisensi (licentie), dan konsesi (concessie). Fungsi pengaturan 
oleh negara (regelendaad) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh 
DPR dan Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah (eksekutif). Fungsi 
pengelolaan (beheersdaad) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham 
(share-holding) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen 
Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai 
instrumen kelembagaan melalui mana negara c.q. Pemerintah 
mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk 
digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demikian pula fungsi 
pengawasan oleh negara (toezichthoudensdaad) dilakukan oleh c.q. 
Pemerintah dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan 
penguasaan oleh negara atas cabang produksi yang penting dan/atau  yang 
menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud benar -benar dilakukan 
untuk sebesar -besarnya kemakmuran rakyat.” 
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Dari Pendapat Mahkamah Konstitusi diatas dapat dilihat bahwa konsepsi 
“dikuasai oleh negara” memiliki artian dalam konteks yang sangat luas. Konsep  
hak menguasai negara tidak hanya terbatas dalam kepemilikan menurut hukum 
privat tetapi juga dalam konteks kepemilikan publik. Seperti yang tertera dalam 
putusan MK diatas dalam konteks kepemilikan publik, negara mendapatkan 
mandat dari rakyat untuk melakukan 5 hal yaitu mengadakan kebijakan (beleid) 
dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan 
(beheersdaad),pengawasan (toezichthoudensdaad). Kelima hal tersebut memiliki 
tujuan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Dalam putusan-putusan tersebut, 
MK secara tegas menolak reduksi terhadap makna “Hak Menguasai Negara” 
terbatas hanya pada hak mengatur. Penolakan ini untuk membedakan Pasal 33 
UUD NRI 1945 dengan negara yang menganut liberalisme, karena kewenangan 
negara dalam konsep negara liberal sebatas untuk mengatur saja (PSE  UGM,  
2013:27). 
Selanjutnya dalam putusan yang sama MK dalam penyelenggaraan 
perekonomian nasional penguasaan negara dalam arti privat pada kepemilikan 
saham tidak harus 100% atau seluruhnya dikuasai oleh negara. 
Menimbang bahwa dengan merujuk pada penafsiran Mahkamah atas 
penguasaan oleh negara sebagaimana telah diuraikan di atas hal dimaksud 
harus dinilai berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 secara keseluruhan, termasuk 
penyelenggaraan perekonomian nasional berdasar atas demokrasi ekonomi, 
prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, dan berwawasan lingkungan 
dengan mana ditafsirkan bahwa penguasaan negara juga termasuk dalam arti 
privat yang tidak harus selalu 100% Artinya, pemilikan saham Pemerintah 
dalam badan usaha yang menyangkut cabang produksi yang penting bagi 
negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud dapat 
bersifat mayoritas mutlak (di atas 50%) atau bersifat mayoritas  relatif (di 
bawah 50%) sepanjang Pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas 
relatif tersebut secara hukum tetap memegang kedudukan menentukan 
dalam pengambilan keputusan di badan usaha dimaksud; 
Dengan demikian meskipun pemerintah mungkin sebagai pemegang saham 
mayoritas relatif dalam kepemilikan saham BUMN, namun jika masih memiliki 
kedudukan menentukan dalam pengambilan keputusan, hal tersebut masih dapat 
diartikan penguasaan negara masih ada. Sementara itu, mengenai keterlibatan 
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swasta, baik asing maupun dalam negeri, termasuk keterlibatan pemerintah daerah 
melalui BUMD, melalui Merujuk pada putusan MK terakhir putusan MK 2005 
pertimbangannya dalam putusan yang sama Mahkamah menyatakan, antara lain:   
Menimbang bahwa Mahkamah berpendapat pembuat undang-undang juga 
menilai bahwa tenaga listrik hingga saat ini masih merupakan cabang 
produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, 
sehingga oleh karenanya menurut Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 harus tetap 
dikuasai oleh negara, dalam arti harus dikelola oleh negara melalui 
perusahaan negara yang didanai oleh pemerintah (negara) atau dengan 
kemitraan bersama swasta nasional atau asing yang menyertakan dana 
pinjaman dari dalam dan luar negeri atau dengan melibatkan swasta 
nasional/asing dengan sistem kemitraan yang baik dan saling 
menguntungkan. Hal ini berarti hanya BUMN yang boleh mengelola usaha 
tenaga listrik, sedangkan perusahaan swasta nasional atau asing hanya ikut 
serta apabila diajak kerjasama oleh BUMN, baik dengan kemitraan, 
penyertaan saham, pinjaman modal dan lain -lain. Persoalannya, apakah 
yang dimaksud dengan perusahaan negara pengelola tenaga listrik hanya 
BUMN, dalam hal ini PLN, ataukah bisa dibagi dengan perusahaan negara 
lain, bahkan dengan perusahaan daerah (B UMD) sesuai dengan semangat 
otonomi daerah? Mahkamah berpendapat jika PLN memang masih mampu 
dan bisa lebih efisien, tidak ada salahnya jika tugas itu diberikan kepada 
PLN, tetapi jika tidak, dapat juga berbagi tugas dengan BUMN lainnya atau 
BUMD dengan PLN sebagai “holding company”;-  
Dengan demikian, secara singkat dapat dikatakan bahwa tidak terdapat 
larangan bagi keterlibatan pihak swasta dalam penyediaan tenaga listrik untuk 
kepentingan umum sepanjang masih berada dalam batas-batas penguasaan oleh 
negar a dalam pengertian bahwa negara (Pemerintah) masih memegang kendali 
terhadap keterlibatan pihak swasta dimaksud. Selanjutnya, jika keterlibatan swasta 
saja, baik nasional maupun asing, tidak dilarang sepanjang masih di bawah 
penguasaan negara, begitu pula keterlibatan masyarakat secara swadaya atau 
melalui koperasi. 
Putusan MK terakhir yang berkaitan dengan ketenagalistrikan putusan  
Nomor 111/PUU-XIII/2015 tentang pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 
30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang di dalamnya menyatakan bahwa 
Pasal 10 ayat (2) UU ketenagalistrikan “usaha penyediaan tenaga listrik untuk 
kepentingan umum dapat dilakukan secara terintegrasi”  bertentangan dengan 
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UUD NRI 1945 secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat 
apabila rumusan dalam Pasal tersebut diartikan menjadi dibenarkannya praktik 
unbundling, serta menyatakan Pasal 11 ayat (1) UU Ketenagalistrikan “Usaha 
penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik 
daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di 
bidang penyediaan tenaga listrik.”  bertentangan dengan UUD NRI 1945  secara 
bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila rumusan 
dimaknai hilangnya prinsip “dikuasai oleh negara”. (Putusan MK Nomor 
111/PUU-XIII/2015 ). Keadaan inkonstitusional bersyarat Tersebut membuat UU 
Nomor 30 Tahun 2009 masih berlaku. 
Pada pasal 10 ayat (2) UU Ketenagalistrikan yang dijabarkan pada amar 
putusan MK diatas muncul akibat dari adanya kemungkinan unbundling atau 
pemisahan jenis usaha penyediaan tenaga listrik yang akan mengarah kepada 
liberalitas pasar. Memang unbundling tetap dapat terjadi namun sifatnya tidak 
sama dengan unbundling dalam Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2002, karena 
tarif dasar listrik ditentukan oleh negara, dalam hal ini Pemerintah dan DPR atau 
pemerintah daerah dan DPRD sesuai tingkatannya. Selain itu, BUMN diberi 
prioritas utama dalam menangani usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan 
umum.Ketika tidak ada sama sekali badan usaha, koperasi, atau swadaya 
masyarakat yang mampu menyediakan tenaga listrik, Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan mewajibkan Pemerintah untuk 
menyediakannya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 ayat (4) yang 
menyatakan, “Dalam hal tidak ada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, 
atau koperasi yang dapat menyediakan tenaga listrik di wilayah tersebut, 
Pemerintah wajib menugasi badan usaha milik negara untuk menyediakan tenaga 
listrik. dengan kata lain harga jual tenaga listrik, harga sewa jaringan, dan tarif 
tenaga listrik bersifat regulated. 
Secara garis besar yang menjadi ciri khusus pelaksanaan power wheeling 
di Indonesia dan membedakanya dengan negara lain adalah ketentuan pasal 10 
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ayat (3) UU Ketenagalistrikan, yaitu market listrik terbatas dalam satu wilayah 
usaha tertentu, pemegang wilayah usaha hanya boleh menjual listrik kepada 
konsumen di wilayah usahanya, sehingga pelaksanaan power wheeling hanya 
mungkin dilakukan oleh sesama pemegang wilayah usaha. Selain hal tersebut jika 
dikaitkan dengan arti penguasaan negara menurut Mahkhamah Konstitusi dapat 
dijabarkan lagi sebagai berikut: 
a. pengelolaan (beheersdaad) 
Seperti dijelaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 
001-021 -022/PUU-I/2003 yang telah dijelaskan sebelumnya “Fungsi 
pengelolaan (beheersdaad) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham 
(share-holding) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen 
Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara”, Tafsir  
tersebut memiliki artian bahwa  negara dapat memilih salah satu ataupun 
menjalankan kedua mekanisme yang ditetapkan oleh MK baik pemilikan 
saham atau keterlibatan langsung. 
Power Wheeling muncul dalam  Pasal 4 ayat (1) pada usaha transmisi 
dan Pasal 5 ayat (1) pada usaha distribusi, Usaha  transmisi  tenaga  listrik  
sebagaimana  membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan transmisi 
untuk kepentingan umum, power wheeling dapat dilakukan pada usaha  
distribusi. Kaitannya  dengan  fungsi  pengelolaan  dalam  konsep  
penguasaan negara adalah, seperti diketahui bahwa negara dapat menjalankan 
fungsi tersebut salah satunya melalui mekanisme manajemen langsung atas 
BUMN sebagai instrumen  kelembagaan. Dalam hal pengelolaan tenaga 
listrik adalah perusahaan listrik negara (PLN) yang mengelola aset jaringan 
transmisi dan distribusi milik negara. 
Saat ini untuk jaringan transmisi yang ada di seluruh wilayah Indonesia 
hampir seluruhnya dimiliki (mayoritas mutlak) oleh PLN, terkait dengan 
keterlibatan langsung dalam tata kelola jaringan transmisi, meskipun belum 
ditentukan mengenai ketentuan penggunaan jaringan transmisi, PLN tetap 
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menjadi penentu dalam komponen perhitungan teknis terkait penghitungan 
harga sewa transmisi. Sama halnya pada jaringan distribusi, PLN masih 
memiliki dominan total seluruh jaringan distribusi di wilayah Indonesia dan 
seluruh jaringan distribusi untuk kepentingan umum (langsung kepada 
konsumen) adalah seluruhnya dimiliki oleh PLN, jaringan distribusi milik 
swasta masih digunakan hanya untuk kepentingan sendiri. 
b. kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), 
Fungsi pembuat kebijakan dan tindakan pengurusan diitafsirkan oleh 
MK yaitu dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk 
mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan (vergunning), lisensi 
(licentie), dan konsesi (concessie). Hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 19 
ayat (2) UU Ketenagalistrikan  yaitu “setiap orang yang menyelenggarakan 
penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum wajib memiliki izin usaha 
penyediaan tenaga listrik”, izin usaha ini berdasarkan Pasal 20 UU 
Ketenagalistrikan disesuaikan menurut jenis usahanya, sehingga dalam 
pengusahaan tenaga listrik untuk kepentingan umum izin usaha dibagi 
menjadi 4, yaitu; 
1) Izin usaha pembangkitan tenaga listrik; 
2) Izin usaha transmisi; 
3) Izin usaha distribusi; 
4) Izin usaha penjualan. 
Meskipun dibagi kedalam 4 jenis izin yang berbeda, hal tersebut tidak 
menjadikan dapat dimungkinkan terjadinya unbundling yang mengakibatkan 
liberalisai pasar, karna seperti yang dijelaskan sebelumnya dalam hal 
penentuan tarif dan regulated pemerintah masih memegang kendali. 
Power wheeling tidak memerlukan izin usaha penyediaan listrik baru 
(Pasal 12 PP Nomor 14 Tahun 2012), bentuk penguasaan pemerintah disini 
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adalah dalam hal pengeluaran izin transmisi yang harus disertai dengan 
rincian hasil kesepakatan sewa  jaringan  tenaga listrik  antara  pemohon  
dengan  calon  pemanfaat jaringan  transmisi  atau  jaringan  distribusi  tenaga 
listrik (Pasal 13 ayat (5) PP Nomor 14 Tahun 2012), serta penentuan harga 
sewa jaringan tenga listrik yang harus mendapatkan persetujuan Pemerintah 
(Pasal 39 ayat (1) PP Nomor 14 Tahun 2012). Selain itu dalam ketentuan 
pidana Pasal 49 ayat (1) “Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan 
tenaga  listrik untuk kepentingan umum tanpa izin sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 19 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) 
tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)” 
menunjukan peran negara masih kuat dalam hal pelaksanaan power wheeling.  
c. pengaturan (regelendaad), pengawasan (toezichthoudensdaad). 
Fungsi pengaturan oleh negara sesuai tafsir MK tentang penguasaan 
negara yaitu dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR dan 
Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah (eksekutif) pemerintah dalam 
menjalankan power wheeling telah membuat beberapa aturan turunan dari 
UU Ketenagalistrikan antara lain: 
1) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha 
Penyediaan Tenaga Listrik  jo. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik; 
2) Peraturan Menteri ESDM Nomor 01 Tahun 2015 tentang kerja sama 
penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan bersama jaringan tenaga 
listrik; 
3) Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2012 tentang tentang Tata 
Cara Permohonan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk 
Kepentingan Umum jo. Peraturan Menteri ESDM Nomor 07 Tahun 2016 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2012 
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tentang Tata Cara Permohonan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga 
Listrik Untuk Kepentingan Umum 
4) Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok 
dalam Jual Beli Tenaga Listrik 
Dengan adanya regulasi tersebut, pemerintah telah memenuhi fungsi 
pengaturan dengan tidak melepaskan begitu saja pelaksanaan sistem power 
wheling kepada swasta ataupun badan usaha laib diluar pemerintah, sehingga 
fungsi pengaturan dalam penguasaan negara masih tetap ada. Regulasi-
regulasi tersebut secara tidak langsung juga dibuat untuk mengawasi jalannya 
sistem open access di Indonesia. 
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BAB IV 
 PENUTUP 
A. Simpulan 
 
1. Keseluruhan aset jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik dikuasai 
(mayoritas mutlak) oleh perusahan listrik negara (PLN). Dari seluruh 
penjabaran diatas dapat disimpulkan, bahwa pelaksanaan power wheeling 
yang dilakukan dalam kerangka Undang-Undang Ketenagalistrikan, yaitu 
penjualan tenaga listrik terbatas dalam satu wilayah usaha tertentu, sehingga 
pemegang wilayah usaha hanya boleh menjual listrik kepada konsumen pada 
satu wilayah usaha tertentu, Oleh karena itu pelaksanaan power wheeling saat 
ini hanya mungkin dilakukan oleh sesama pemegang wilayah usaha. 
Pelaksanaan power wheeling yang lebih luas seperti yang sudah berlangsung 
di negara lain yang telah menerapkan liberalisasi market, tidak dapat 
diterapkan di Indonesia. Keunikan pelaksanaan power wheeling di Indonesia 
yang berbeda pelaksanaanya dengan negara lain, menyebabkan praktik power 
wheeling perlu dikaji lebih dalam lagi. 
2. Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan sebelumnya mengenai keselarasan 
power wheeling dengan Hak Menguasai Negara menurut Pasal 33 UUD NRI 
1945 penulis menarik kesimpulan bahwa konsepsi power wheeling di 
Indonesia selaras dengan Hak Menguasai Negara menurut Pasal 33 UUD NRI 
1945 berdasarkan telah dipenuhinya penjabran penguasaan negara untuk 
mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), 
pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan 
(toezic hthoudensdaad) untuk tujuan sebesar -besarnya kemakmuran rakyat. 
 
B. Rekomendasi 
Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan sebelumnya meskipun konsepsi power 
wheeling di Indonesia telah selaras dengan hak menguasai negara menurut Pasal 
33 UUD NRI 1945 memenuhi, untuk keberlangsungan power wheeling di 
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Indonesia dimasa yang akan datang penulis memberikan rekomendasi sebagai 
berikut: 
1. Pemerintah perlu membuat aturan mengenai prosedur teknis dan 
penghitungan harga sewa yang berlaku di seluruh jaringan transmisi dan 
distribusi tenaga listrik diseluruh Indonesia. 
2. Untuk memperkuat penguasaan negara dalam hal pengawasan power 
wheeling diperlukan pembentukan organisasi independen, yang nantinya 
dapat bertugas melakukan kajian dampak masuknya pembangkit power 
wheeling terhadap jaringan transmisi PLN, mengurusi kontrak power 
wheeling dengan pihak yang ingin menjadi peserta power wheeling. 
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